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ABSTRAK

Penelitian ini bersifat lapangan (fie/ld research) yang membahas tentang
“Aspek Maglahah Peran Pemerintah dalam Penentuan Harga Tembakau di
Pamekasan”. Rumusan masalah Perfama, Bagaimana Pola penentuan harga
tembakau milik petani di Pamekasan? Kedua, Bagaimana dampak dari pola
penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan terhadap para petani? Ketiga,
Bagaimana aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di
Pamekasan?

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian
langsung dan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara
dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten Pamekasan. Setelah data terkumpul
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir
induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat peran pemerintah dalam
penentuan harga tembakau yang dituangkan dalam pasal 13 Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau
Madura sebagai pola penentuan harga tembakau di Pamekasan. Namun dalam aturan
tersebut tidak dijelaskan tentang karakteristik tembakau dan nominal harga schingga
terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan situasi dengan menentukan harga
berdasarkan kualitas tembakau yang mereka tentukan sehingga terjadi monopoli
tertentu dan persaingan pasar yang tidak sehat.

Peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan tersebut
tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak ada aturan nas yang mengatur
secara jelas namun faktor yang dominan yang menjadi landasan hukum penctapan
harga menurut kesepakatan ulama adalah al-maslahah al-mursalah. Oleh karena itu,
peran pemerintah tersebut belum mampu mengakomodir kepentingan seluruh pihak
pelaku pasar tembakau sehingga aspek magslahah peran pemerintah tersebut belum
dirasakan oleh banyak pihak.

Dengan demikian, aspek maslahah peran pemerintah tersebut tidak
bertentangan dengan hukum Islam, hanya saja tidak sesvai dengan tujuan maslahah
itu sendiri. Sejalan dengan kesimpulan ini, diperlukan pengawasan yang lebih
intensif lagi untuk mengatasi ketimpangan tata niaga pasar tembakau. Serta perlu
adanya komitmen bersama untuk segera mewujudkan Kelembagaan Komisi Urusan
Tembakau sebagai Organisasi Non Goverment wntuk bermusyawarah bagi mereka
yang berkepentingan dengan pertembakauvan di Pamekasan terutama mengenai
persoalan tata niaga tembakau sehingga tercipta persaingan pasar yang schat.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam tegak di atas landasan tiga unsur yang saling
berkaitan satu sama lain, yaitu:, perfama, unsur kejiwaan yang tumbuh dari iman
dan landasan-landasan akidah yang mendorong timbulnya kegiatan-kegiatan
dengan tujuan moral, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Kedua, kaidah-kaidah
tata aturan yang apabila dilaksanakan menjamin lahimya masyarakat yang
mempunyai gairah kerja, rasa keadilan dan solidaritas yang tinggi, dengan tetap
memperhatikan kenyataan adanya perbedaan-perbedaan kesungguhan kerja dan
kemampuan perseorangan di antara para anggotanya.'

Ketiga, penguasa yang berusaha untuk tegaknya nilai-nilai keadilan,
melindungi kepentingan persecorangan dan masyarakat serta menjamin
terwujudnya keseimbangan dan kecukupan dalam kehidupan masyarakat. Negara
menurut agama Islam berkewajiban menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhi
kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Untuk melaksanakan kewajibannya itu

Islam memberi wewenang kepada penguasa-penguasa untuk mengadakan

| Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, (Yogyakarta: NPFE, Cet.3, 1987),69



peraturan, dan apabila perlu juga menggunakan kekuatan guna terlaksananya
peraturan-peraturan yang dikeluarkan, 2

Adanya unsur ketiga tersebut memungkinkan negara untuk mengadakan
campur tangan dalam bidang perekonomian guna mencegah teriadinya
kepincangan-kepincangan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat
kebebasan perseorangan yang digunakan kurang tepat untuk mendapatkan
kecukupan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.’

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perckonomian
agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi
secara proporsional. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan
masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang. Juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar hidup masyarakat
hidup secara layak. Peran negara dalam perckonomian pada sistem Islam ini jelas
berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran negara.
Sebaliknya juga berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan

negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak. *

21bid,

3 Ibid,

*Mustafa Edwin Nasution, et al, Pengepalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana,
2006), 28



Dengan kata lain pasar berjalan di bawah kebijakan yang ditentukan
dengan harga, di mana tidak ada individu yang menguasai ekspor dan impor atau
juga mampu menentukan harga dan lainnya.’

Salah satu sistem dalam membangun perekonomian Islam adalah adanya
kekuasaan ekonomi. Hal ini tercermin dalam berbagai lembaga pemerintah yang
menjaga dan mengatur berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat seperti; lembaga
pengawas perekonomian, lembaga pengendali moneter, lembaga pengendali
modal dan pasar dan lain sebagainya. Transparansi dari setiap kekuasaan
ckonomi tersebut harus selalu dijaga dari ikatan-ikatan dan berbagai sistem
ekonomi konvensional terutama yang bertentangan dengan syariat Islam, demi
perkembangan perekonomian yang lebih baik.®

Kaitannya dengan peran pemerintah perspektif Islam dalam hal ini adalah
tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, di mana dalam hal ini
Rasulullah pernah ikut berperan pada masanya, saat adanya distorsi harga ketika
kaum Quraisy menetapkan blokade ekonomi terhadap umat Islam. Kenaikan
harga di Madinah, Rasulullah menyatakan Allah adalah zat yang menentukan

dan mengatur harga, penahan, pencurah serta penentu rezeki, aku berharap dapat

"f Lalu Mulyadi, et al, Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan, (Y ogyakarta:MSI-UII, 2004), 92.
°Ibid., 86



menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena
kezaliman dalam darah dan harta.’

Dalam pergulatan sejarah tercatat bahwa Umar bin Khattab adalah orang
pertama yang melakukan campur tangan untuk mengatur harga dalam Islam.
Asar yang berbicara tentang campur tangan Umar dalam mengawasi harga
mempunyai beberapa petunjuk. Ada yang menunjukkan larangan pengurangan

2

harga, ada yang menyuruh untuk menjual dengan harga pasar.®

Larangan Umar terhadap pengurangan harga mempunyai petunjuk yang
penting, karena rendahnya harga tidak selamanya baik, khususnya ketika
rendahnya harga tersebut bukan akibat dari fluktuasi nyata antara persediaan dan
permintaan barang, akan tetapi akibat penurunan yang disengaja dari harga pasar
tanpa alasan yang bisa diterima.’

Selain jtu Umar juga memerintahkan agar menjvual dengan harga
kebanyakan orang, dengan kata lain menjual dengan harga pasar. Itu adalah
untuk menjaga kemaslahatan semua umat Islam. Harga tersebut tidak seragam

dengan keputusan penguasa, tetapi seragam karena adanya persiapan dan

permintaan barang. "

"Nurul Huda, et al, Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group), 230

$Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Figh Al-Igtishadi Li Amiril Mukminin Umar Thn Al-
Khattab, (Asmuni Solihan Zamaksyari, Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab),(Jakarta:Khalifa,2006),
612

’Ibid., 616

“Ibid.,617



Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, dan Ibn
Qayyim al Jauziyyah membagi bentuk penetapan harga menjadi dua macam,
yaitu: penctapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga yang bersifat
adil. Penetapan harga vang bersifat zalim menurut mereka adalah penetapan
harga yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan
tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang,'’

Adapun penetapan harga yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan, adalah
ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para
pedagang yang terbukti dalam mempermainkan harga, sedangkal itu menyangkut
kepentingan orang banyak dari pada kepentingan kelompok terbatas, dalam hal
ini sikap pemerintah dalam menetapkan harga itu dinamakan adil ketika
memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.12

Jelas terlihat bahwa praktek ekonomi pada masa Rasulullah dan
Khalafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang benar. Rasulullah
sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil.
Beliau pun menolak adanya suatu price intervention seandainya perubahan harga
terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan

adanya moralitas, antara lain; persaingan yang sechat (fair play), kejujuran

:;Abd, Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara), 95
Ibid,, 96



(honesty), keterbukaan (Transparency), keadilan (justice), jika nilai ini telah
ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak pasar.13

Mengacu pada apa yang telah dipaparkan di atas sekiranya sangat penting
akan adanya keterlibatan atan peran pemerintah kabupaten Pamekasan terhadap
penentuan harga tembakau di Pamekasan, guna untuk kemaslahatan para petani
di Pamekasan yang notabenenya adalah petani tembakau dan sangat bergantung
pada penghasilan yang diperoleh dari tembakau.

| Sejauh yang dari peneliti ketahui pada prakteknya dari beberapa tahun
sebelumnya pembelian tembakau yang dilakukan oleh gudang perwakilan pabrik
rokok itu berada di luar harga yang wajar dengan adanya kemerosotan harga
yang melonjak yang dilakukan oleh perwakilan gudang pempeli tembakau
sehingga pada umumnya masyarakat Pamekasan merugi dengan hasil pertanian
tersebut, bahkan bayak yang tidak mencukupi modal yang dikelvarkan dalam
pengelolaan tanaman tembakau tersebut.

Adapun praktek yang peneliti ketahui dari tahun-tahun sebelumnya
adalah dengan berbagai macam variasi, adakalanya produsen rokok membuka
gudangnya sesegera mungkin, di mana para petani belum panen atau kebanyakan
belum mencapai masa panen dengan membuka penawaran harga tembakau
dengan harga tinggi namun pada masa pertengahan atau pada akhirnya saat para

petani kebanyakan mencapai masa panen harga pun mulai turun dengan beberapa

Bpusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, FEkonomi Islam, (Jakarta:PT
Rajagrafindo Persada, 2009), 301



alasan yang di antaranya adalah pihak gudang atau produsen rokok terlalu
banyak menyimpan tembakau.

Selain itu juga, adakalanya produsen rokok mengulur-ngulur waktu
membuka gudangnya dengan alasan vang sama bahwa masih banyak tembakau
yang tersimpan, sehingga akibat dari semua itu adalah para petani terpaksa
menjual tembakau walaupun dengan harga yang murah dikarenakan mereka tidak
sanggup untuk menyimpannya sedemikian lama karena sclain mereka
membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-harinya juga tidak memiliki tempat
yang pas untuk kebaikan tembakaunya.

Dari apa yang peneliti paparkan di atas, peneliti merasa sangat perlu
untuk menindak lanjuti penelitian ini, guna selain mendapatkan pemahaman _
yang pasti sejauh mana pemerintah dalam melakukan perannya sebagai
pemimpin juga dapat mengetahui seberapa penting perannya untuk kepentingan
masyarakat Pamekasan pada umumnya dan khususnya bagi yang berpenghasilan

sebagi petani tembakau.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah
sebagai berikut:
1. Praktek akad yang terjadi antara pihak petani tembakau dengan produsen

rokok sebagai pembeli.



2. Klasifikasi tembakau menurut kualitas yang ditetapkan oleh pihak produsen
rokok sebagai pembeli.
3. Pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan.
4. Dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan
terhadap para petani.
5. Aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di
Pamekasan.
Dari beberapa masalah yang telah peneliti identifikasi, untuk
memudahkan pembahasan yang akan diteliti maka peneliti membatasi masalah
tersebut yaitu:

1. Pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan.

2. Dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan

terhadap para petani.

3. Aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di

Pamekasan

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka untuk

mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, peneliti merumuskan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan?



2. Bagaimana dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di

Pamekasan terhadap para petani?

3. Bagaimana tinjavan hukum Islam terhadap aspek maslahah peran

pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan?

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berupa
pembahasan mengenai “Aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan
harga tembakau di Pamekasan”, ada beberapa penelitian yang serupa, penelitian
tersebut antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lystya Siti Muntamah yang berjudul Peran
Pemerintah dalam Bidang Perekonomian menurut Ibnu Taimiyah. Fokus
kajiannya yaitu menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang peran
Pemerintah dalam bidang perekonomian secara keseluruhan. Jelas hasil
penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh
peneliti, yang dalam fokus penelitiannya adalah peran pemerintah dalam
penentuan harga tembakau khusus di Pamekasan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Hidayah, yang berjudul Kebijakan
Pemerintah Tentang Penetapan Harga BBM dalam dalam Perspektif Islam.

Fokus kajiannya tentang penentuan harga oleh pemerintah dalam
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menentukan harga BBM. Sedangkan fokus kajian yang akan peneliti lakukan
adalah peran dalam penentuan harga tembakau oleh Pemerintah di
Pamekasan. Jelas hal tersebut berbeda.

Dengan demikian, walaumm sudah ada kajian yang mirip/serupa dengan
kajian yang akan peneliti lakukan, namun kajian tentang Aspek Maslahah Peran
Pemerintah dalam Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan, baru pertama kali
dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya 1lm1ah

terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda. ;72>

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah
sebagaimana berikut:
1. Memahami bagaimana Pola penentuan harga tembakau milik petani di
Pamekasan
2. Memahami bagaimana dampak dari pola penentuan harga tembakau milik
petani di Pamekasan terhadap para petani
3. Mengetahui bagaimana aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan

harga tembakau di Pamekasan
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Secara Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang
ilmu hwkum khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam.
2. Secara Praktis
a. Sebagai acuan bagi para Pemerintah akan pentingnya peran mereka dalam
perkembangan ekonomi masyarakat.
b. Dapat memperjelas adanya perlindungan pemerintah terhadap aktivitas
perdagangan tembakau masyarakat Pamekasan.
c. Dapat mengetahui pentingnya keterlibatan Pemerintah untuk

kescjahteraan para petani tembakau di Pamekasan.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap skripsi ini, maka
perlu adanya penjelasan batasan yang dibahas dalam penelitian ini, yang
dituangkan dalam pengertian berikut ini:
1. Aspek Maslahah
Yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi,
yang bermanfaat dan membawa kebaikan dalam berbagai aspel? secara

keseluruhan serta tidak menimbulkan kemudaratan terhadap yang lain.
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2. Peran pemerintah terhadap penentuan harga
Yang dimaksud dalam hal ini adalah peran atau intervensi para
penguasa atau pemerintah kabupaten Pamekasan dalam memerintahkan para
pelaku pasar untuk tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap
penentuan harga pasar, dan dengan tidak menambah atau mengurangi barang
yang diperjualbelikan, baik dengan cara mengadakan pengawasan terhadap
pasar, atau menerbitkan sebuah peraturan tertentu terhadap jalannya operasi

pasar.

Dengan melihat definisi operasional di atas maka penclitian yang
berjudul Aspek Maslahah Peran Pemerintah dalam Penentuan Harga Tembakau
di Pamekasan, terbatas pada pembahasan tentang bagaimana aspek maslahah

peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan.

H. Metode Penelitian
1. Datayang Dikumpulkan
Data yang diperoleh langsung dari pemerintah dan masyarakat petani
tembakau yang berhubungan dengan aspek maslahah peran pemerintah dalam
penentuan harga tembakau di Pamekasan.
2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu data yang
diperoleh dari sumbernya yakni sumber data primer dan sumber data

sekunder.
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a. Sumber Data Primer
Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh
secara langsung dari subyek penelitiannya, yaitu dari pemerintah dan
masyarakat petani temhakau di kabupaten Pamekasan.
b. Sumber Data Sekunder
Salah satu kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan
kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah, '
Beberapa sumber data sekunder tersebut, di antaranya adalah:

1. Farugan Nabahan, al-Igtisad al-Islami (Penerjemah Muhadi
Zainuddin dan Bahauddin Noersalim, Sistem Ekonomi Islam.Pilihan
Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis), Jogjakarta, UlI
Press Jogjakarta, Cet.3, 2000

2. Abd. Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, Surabaya, PMN &
[AIN PRESS, 2010

3. Nurul Huda et al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.2, 2008

4. Dan sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

' peter Mahmud Marzuki, Penelitbian Hukum, (Surabaya: Kencana, Cet.6, 2006), 155.
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c. Populasi dan Sampel
c.l. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh
unit vang akan diteliti, oleh karena populasi sangat besar dan luas
yang tidak mungkin bisa diteliti semua tetapi cukup diambil beberapa
untuk dijadikan sampel untuk memberikan gambaran yang tcpat dan
benar."

Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan, yaitu
kecamatan Batumarmar yang terdiri dari 13 desa. Kecamatan Galis
terdiri dari 10 Desa, Kadur terdiri dari 10 Desa, Larangan terdiri dari
14 Desa, Pademawu terdiri dari 22 Desa, Pakong terdiri dari 12 Desa,
Palenga'an terdiri dari 12 Desa, Pamekasan terdiri dari 18 Desa,
Pasean terdiri dari 9 Desa, Pegantenan terdiri dari 13 Desa, Proppo
terdiri dari 27 Desa, Tlanakan terdiri dari 17 Desa, Waru terdiri dari
12 Desa. Sehingga jumlah seluruh Desa/Kelurahan di Pamekasan
berjumlah 189 Desa/Kelurahan. Jumlah Penduduk di Kabupaten
Pamekasan adalah 835.101 jiwa.

c.2. Sampel
Dari seluruh jumlah populasi penduduk yang sudah disebutkan

dalam populasi di atas, maka peneliti akan mengambil sampel untuk

'>Ronny Hanitejo Suemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Glalia Indonesia, 1985), 44.
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dijadikan penelitian selain tidak memungkinkan meneliti seluruh
kelompok masyarakat karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana,
maka sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ronny Hanitejo
Suemitro, bahwa pada dasarnya tidak ada aturan yang ketat secara
mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil dari pOplllaSi.m

Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti menctapkan
jumlah sampel yang akan mewakili penemuan fakta dalam penelitian
ini. Dari 835.101 jiwa di Kabupaten Pamekasan yang disebutkan
dalam populasi di atas tadi, maka peneliti akan mengambil sampel
dari masing-masing kecamatan, yang dari penduduknya mayoritas
berpenghasilan sebagai petani tembakau. Adapun dari 13 kecamatan
penduduk kabupaten Pamekasan yang berpenghasilan sebagai petani
tembakau ada di 7 kecamatan, yaitu kecamatan larangan, Palengaan,
Pegantenan, Pakong, Waru, Pasean dan Batumarmar, akan tetapi dari
7 kecamatan tersebut yang penduduknya mayoritas berpenghasilan
tembakau ada di 5 kecamatan, yaitu kecamatan Larangan, Waru,
Pegantenan, Pakong, dan Batumarmar.

Dengan demikian, dari 5 kecamatan tersebut peneliti mengambil
sampel dari masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang petani

tembakau sehingga jumlah yang diteliti sebayak 25 orang.

“Ibid., 47.



16

¢.3. Teknik Sampling

Dalam teknik ini, teknik yang digunakan adalah teknik sampling
yang berbentuk Probability Simple Random Sampling yaitu setiap
mnsur populasi mempimyai unsur yang sama wntuk terpilih sebagai
unsur dari simple yang akan ditarik."”

Cara melakukan teknik tersebut dengan melakukan pemilihan,
yaitu seluruh jumlah penduduk petani tembakau di Kabupaten
Pamekasan  tersebut dipilih 5 orang dari masing-masing 13
Kecamatan, schingga jumlah keseluruhan sebanyak 65 petani
tembakau.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah :

a. Wawancara
Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dehgan responden dengan atau tanpa menggunakan
pedoman wawancara.'® Dalam hal ini, peneliti dalam mencari keterangan

data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang

"Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),57.
"®Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial , (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif),
(Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2001), 133,
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diwawancarai adalah responden sebagaimana di sebutkan dalam sampel
di atas.
b. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data
yang digunakan dalam suatu penelitian sosial, pengumpulan data tersebut
dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari
kitab-kitab, buku-buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan
kebutuhan penelitian.
4. Teknik Analisis Data
Setelah data terkumpul, baik itu data primer dan data sekunder maka
langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif (deskriptif
kualitatif). Deskriptif kualitatif dilakukan guna menggambarkan suatu
keadaan yang dipandang dari segi sosial.'”” Dengan cara penelitian kualitatif,
maka Sugiyono dalam bukunya memahami penelitian kualitatif mengatakan
bahwa kebenaran data yang diperoleh akan kredibilitas karena peneliti
langsung berinteraksi dengan subyek penelitian. 2
Dengan demikian, dengan menggunakan analisis data kualitatif ini

peneliti ingin memahami, menilai dan menganalisis Aspek Maslahah Peran

Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakiek, Edisi Revisi IV,
(Yugyakarta: Rincka Cipta. Cel.XI, 1998),148.
DSugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, Cet. V, 2009),22.
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Pemerintah dalam Penentuvan Harga Tembakau di Pamekasan. Kemudian
setelah menganalisis data dengan metode deskriptif analisis, maka peneliti
menggunakan pola pikir induktif deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat
dari hal-hal vang bersifat khusus vakni dari permasalahan penentuan harga
tembakau di kabupaten Pamekasan yang kemudian dianalisis dengan aturan-
aturan hukum Islam yang menjelaskan pentingnya peran pemerintah terhadap

permasalahan penentuan harga.

Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian peneliti tersistematis dan memudahkan peneliti
dalam membuat hasil laporan penelitian , maka peneliti menyusun sistematika
pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta
sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori yang meliputi maslahah;
pengertian maslahah, macam-macam maslahah, dan syarat-syarat maslahah dan
juga tentang peran pemerintah dalam penentuan harga menurut fikih muamalah

yang meliputi pengertian penentuan harga oleh pemerintah, dasar hukum
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penentuan harga oleh pemerintah, konsep harga yang adil, penentuan harga oleh
Rasulullah, peran pemerintah dalam penentuan harga dan Hukuman bagi para
spekulan yang menyebabkan melonjaknya harga.

BRab tiga membahas tentang hasil penelitian yang memuat tentang
penentuan harga tembakau di kabupaten Pamekasan, latar belakang obyek
penelitian, penentuan harga tembakau di Pamekasan, peran pemcrintah
kabupaten Pamekasan terhadap penmentuan harga tembakau di Pamekasan,
dampak peran pemerintah kabupaten Pamekasan dalam penentuan harga
tembakau di Pamekasan.

Bab empat merupakan bab yang membahas tentang analisis hasil temuan
dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Aspek Maslahah Peran
Pemerintah dalam Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan.

Bab lima merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan

saran.
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BAB I

MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Maslahah

1. Pengertian Maslahah
Dari segi bahasa, kata al-maslahah adalah Jafazh al-manfaah, baik
artinya ataupun wajan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama
artinya dengan kalimat ash-Shalah, seperti halnya lafazh al-manfa’at sama
artinya dengan al-paf’u. Bisa juga dikatakan bahwa al-mas/ahah ini
merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata al-mashalil yang berarti al-
shalah dan al-masiahah yang berarti bentuk tunggal dari al-masalib.
Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun suatu
proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan
penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa

dikatakan mas/ahab."
Dalam Mu’jam al-Washit disebutkan shalaha, shuluhan dan shuluhan
bermakna tidak rusak, baik, bermanfaat atau sekadar cocok. Seperti ungkapan
benda ini (cocok) untukmu. Seaangkan kata as/aha bermakna bermanfaat.

Adapun kata istas/aha bermakna siap untuk diperbaiki.

'Rachmat Syafe’i, /imu Ushul Figifi, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 177
2Jamal al-Bana, Nahwa Fikih Jadid 3, (Hasibullah Satrawi & Zuhairi Misrawi, Manifesto Fikih
Baru 3, Memahami Paradigma Fikih Moderat, ( Kairo: Dar al-Fikr, 1997), 59
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Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’ (Allah) adalah
sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai
ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat itu adalah
kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.
Dengan kata lain tahshil al-igba. Maksud tahshi/ adalah penghimpunan
kenikmatan sccara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan 7gba adalah
penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari
kemadaratan dan sebab-sebabnya.’

Secara terminologi, maslahat telah diberikan muatan makna oleh
beberapa ulama wsul al-figh. Al-Gazali misalnya, yang dimaksud maslahat
dalam terminologi syar’i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum
Islam (syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan
dan kekayaan. Ditegaskan oleh Al-Gazali bahwa segala sesuatu yang dapat
melindungi dan menjamin eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut
dikuantifikasikan sebagai maslahat. Pengertian maslahat juga dikemukakan
oleh ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam, dalam pand;ingannya maslahat itu identik
dengan al-khair (kebajikan), al-naf’ (kebermanfaatan), al-husn (kebaikan).4

Maslahat ini biasanya dikenal dalam figh dengan maslahah mursalah’

Dengan demikian, al-maslahah al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang

Rachmat Syafe’i, Jimu Ushul Figih, 117

*Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di
Indonesis, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Rl, 2010),35-36

’Jamal al-Bana, Nahwa Figh Jadid 3, 63
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tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika
terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada illat
yang keluar dari syara’ yang mencntukan kejelasan hukum kejadian tersebut,
kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu
ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk
menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan a/-Mas/ahah
al-Mursalah. Tujuan utama al-Maslahah al-Mursalah adalah kemaslahatan
yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. Sedangkan
alasan dikatakan al-mursalah, karena syara’ memutlakkannya bahwa di
dalamnya tidak terdapat kaidah syara’ yang menjadi penguatnya ataupun
pembatalnya.’

Mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam
(syariah). Dalam setiap aturan hukumnya, a/-Syari’ mentransmisikan
maslahat  schingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan
keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan
kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab,
maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-

tujuan hukum Islam, bukan olch hawa nafsu manusia.’

SRachmat Syafe’i, Zlmu Ushul Figih, 117

"Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di
Indoncsia, 39
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2. Macam-macam maslahah

Selanjutnya, dalam rangka memperjelas pengertian mas/ahah

mursalah, Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam mas/ahakr®

L.

al-Maslahah al-Mu’tabarah, yaitu maslahah yang secara tegas diakui
syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk
merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara
agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman gishash untuk
menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk
memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan
dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

al-Maslahah al-Mulgah, yaitu suatu yang dianggap maslahah oleh akal
pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan
ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan
pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah
maslahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan
ketentuan syari’at, yaitu ayat 11 surat an-Nisa’ yang menegaskan bahwa
pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya
pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu,

bukan maslahat di sisi Allah.

8Satria Effendi, Ushul Fikih, (Jakarta:Prenada Media, 2005), 149-150
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3. al-Maslshah al-Mursalah, dan maslahat masa inilah yang dimaksud dalam
pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang
disecbutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masl/ahah
muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula
bandingannya dalam al-Qur’an dan sunah untuk dapat dilakukan analogi.
Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya.
Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam
al-Qur’an maupun dalam sunah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu
sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk

memelihara jiwa dan harta.

3. Syarat-syarat maglahah
Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam
memfungsikan mas/ahah mursalah, yaitu:’

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki
yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atan menolak
kemudaratan, bukan berupa dugaan beclaka dengan hanya
mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat
negatif yang ditimbulkan. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah

anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan

°Ibid.,152-253
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wanita bukan di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan
dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk
menjatuhkan talak berada di tangan suami.

2. Sesuatu vang dianggap maslahat itn hendaknyva bernna kenentingan
umum, bukan kepentingan pribadi.

3. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan
ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur’an atau sunah Rasulullah,

atau bertentangan dengan ijma’.

B. Peran Pemerintah dalam Penentuan Harga
1. Pengertian penentuan harga oleh pemerintah

Secara ctimologi penentuan harga diambil dari kata ar-ras’ir (eill)
seakar dengan kata as-sir ( =~ = harga). Sedangkan a/- jabari (V) berarti
secara paksa. Dalam fikih Islam, ada dua istilah yang berbeda menurut ulama
fikih adalah patokan harga satuan barang, sedangkan as-si’r adalah harga
yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut ulama fikih menyatakan
bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan as-si’z, bukan
ats-isaman."

Para ulama berselisih pendapat mengenai fas’ir (penetapan harga),

yaitu pemberian batasan tertentu yang tidak boleh dilampaui orang-orang

°H. Abd. Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: CV. Putera Media Nusantara,
2010),89
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pasar padahal mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka. Maka dalam

pengertian semacam ini mayoritas ulama melarangnya.“

Para ulama fikih membagi as-si r itu kepada dua macam yaitu:'>

1. Harga yang berlakn secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para
pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual
barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan
keuntungannya, pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini,
tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam
kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.

2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah setelah
mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan
ckonomi masyarakat. Penetapan harga dalam pemerintah ini disebut
dengan af-tas’ir al-jabari.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan penentuan harga di sini
adalah apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat
Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali
dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah dan menguranginya

untuk kemaslahatan.'

""Ibnu Taimiyah, Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba, (Arif Maftuhin Dzofir,
Tugas Negara Menurut Islam), (London: The Islamic Fundation, 1985), 51

YHadi, Dasar-Dasar Hukum, 89

BJaribah bi Ahmad Al-Haritsi, A/-Fikih Al-Iqtishadi, (Asmuni Solihan Zamakhsyari, Fikih
Ekonomi Umar bin Khathab), (Jeddah Saudi Arabia: Dar Al-Andalus Al-Khadra, cet.I, 2003), 611
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Ada beberapa rumusan ar-tas’ir al-jabari yang dikemukakan para

ulama fikih. Ulama Hambali mendefinisikan at-tas’ir al-jabari dengan:'*
o ¢ G B s e ply 25 O

‘Upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta
memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.’

Imam asy-Syaukani (1172-1250 H/1759-1834 M), tokoh ushul fikih

mendefinisikan dengan:'”

asdae) o3fas s V) 245l 12 Y O g3l Al Sl 2 Of

‘Instruksi pihak penguvasa kepada para pedagang agar mercka tidak
menjual barang dagangannya kecuali sesuai dengan kefentuan harga
yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujusan kemaslahatan
bersama.’
Menurut para ulama fikih, syarat-syarat af-fas’ir al-jabari adalah
sebagai berikut:'®
1. Komoditi atau jasa itu sangat dipeilukan masyaiakal bauyak.
2. Terbukti bahwa pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam

menentukan harga komoditi dagangan mercka.

3. Pemerintah itu adalah pemerintahan yang adil.

YHadi, Dasar-Dasar Hukum,90
B bid.
1Ibid.,98-99
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4. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan
menunjuk para pakar ekonomi.

5. Penetapan  harga itu  dilakukan dengan terlebih  dahulu
mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.

6. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap
pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok
barang, schingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang. Untuk
pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus
membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

Ada beberapa pendapat mengenai penetapan harga oleh pemerintah,

di antaranya adalah sebagai berikut: '’

1. Menurut Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni
penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga
yang adil dan sah menurut hukum, Penetapan harga yang tidak adil dan
cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan
harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan
supply atau kenaikan demand. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa
memaksa seseorang untuk menjual barang dagangannya tanpa alasan
yang cukup merupakan hal yang dilarang. Namun, jika alasannya cukup,

tindakan tersebut dapatlah dibenarkan.

' Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, Cet 4, 2010),368-369
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2. Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. Pendapat terkuat
adalah tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan
pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua diperbolehkan menentukan
harga apabila dibutubkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat
bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih
murah dari yang dijual orang.'®

3. Menurut Abd al-Karim Usman, pakar fikih dari Mesir, dalam perilaku
ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia
banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan
konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang
tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam
hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan
terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur
dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah
pemerintah berupaya menyediakan komoditi yang dimaksud dan
menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya apabila stok
barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak naik maka
pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat.'?

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi dan pendapat-pendapat di

atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk

"8 Al-Haritsi, A/-Fikih Al-Iqtishadi, 612
Hadi, Dasar-Dasar Hukum, 90
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menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah
mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menentukan harga itu
pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para
konsumen. Dengan demikian, menurut al-Duraini, apapun bentuk komoditi
dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak
pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga logis, sehingga pihak

produsen dan konsumen tidak dirugikan.”®

. Dasar hukum penentuan harga oleh pemerintah

Gagasan campur tangan negara dalam bidang perekonomian diperoleh
sumbernya dari ajaran-ajaran al-Qur’an dan sunah Rasul, yaitu ajaran-ajaran
tentang harus ditegakkannya solidaritas sosial, tanggung-menanggung dan
kerja sama para anggota keluarga. Seperti perintah Allah SWT menyebutkan
di bawah ini:*’

.
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Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
Yyang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS: Ali
Imran: 104)%

*Ibid. 91
2 Ahmad Azhar Basyir, Sisterm Ekonomi Islam, (Yogyakarta: BPFE, Cet 3, 1987),70
22Dcpartcmcn Agama RI, Mushaf al-Qur’an Tcrjcmah, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 64
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Ayat tersebut di atas memerintahkan agar mewujudkan umat yang
mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang
mungkar dalam ayat tersebut meliputi juga penguasa dan pemerintah. Hal ini
berarti bahwa negara, menurut ajaran Islam, berkewajiban mengajak rakyat
untuk berbuat kebajikan, memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang
mtmgka:r.23

Al-Qur’an telah memerintahkan kepada pemeluknya untuk melakukan
amar ma’ruf dan nahi mungkar. Tugas melakukan ini hendaknya dilakukan
oleh petugas negara atau orang-orang yang kompeten dari masyarakat.
Rasulullah selalu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktivitas
yang dilakukan oleh para gubernurmnya dan pejabat-pejabat lain. Jika ia
dapatkan salah seorang di antara mercka melakukan ketidakadilan, maka
Rasulullah dengan tidak segan-segan akan mengganti orang itu dengan orang
lain yang lebih baik.”

Bahwa setiap penguasa itu, haruslah berlaku adil terhadap setiap
keputusan yang diambilnya, itulah kenapa Rasulullah sangat memperhatikan
para pejabat-pejabatnya supaya terciptanya rasa keadilan dan melakukan
suatu keputusan, karena keadilan tersebut sesuai dengan firman Allah al-

Qur’an surat al-Hadiid: 25 sebagai berikut:

BBasyir. Sistem Ekonomi,70
Z‘*Mualaq Abmad, Bussines Ethics In Islam, (Samson Rahman, Etika Bisnis dalam Islam),
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cct I, 2001)
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Artinya:” Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan
membawa bukti-bukti yang nvata dan Telah kami turunkan
bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang
padanya terdapat kekuvatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi
manusia, (supaya mercka mempergunakan besi itu) dan supaya
Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-
rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah
Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS: al-Hadiid: 25)%

Penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini
menunjukkan adanya indikasi akan pentingnya penerapan keadilan dan
kebenaran dengan bantuan kekuatan (yang dalam ayat tersebut besi adalah
simbol kekuatan). Dengan demikian Negara hendaknya menggumakan

kekuatan, jika itu dibutuhkan, untuk menegakkan keadilan ekonomi.*®

Selanjutnya dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 75 menyebutkan bahwa:
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Artinya: “ Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela)
orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun
anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah

ZDepartemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemah, 542
2Muat aq Ahmad, Bussines Ethics,160



33

kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari
sisi Engkau!”®’

Ayat tersebut mengajarkan bahwa peperangan guna membela
kepentingan orang-orang yang tertindas dapat dibenarkan. Hal ini apabila kita
terapkan dalam kehidupan bernegara, dapat kita peroleh ketentuan bahwa
negara dapat menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang menindas
orang lain. Apabila hal ini kita khususkan mengenai wewenang campur
tangan negara dalam bidang pereckonomian, maka kita memperoleh ketentuan
bahwa negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan
sewenang-wenang kaum modal, pedagang dan sebagainya.”®

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa penetapan harga ini tidak
dijumpai dalam al-Qur’an. Adapun dalam hadis Rasulullah Saw dijumpai
hadis, yang dari logika hadis itu dapat diindeksi bahwa penetapan harga itu
diperbolehkan, faktor yang dominan yang menjadi landasan hukum penetapan
harga, menurut kesepakatan ulama adalah a/-mas/ahah al-mursalah. Hadis
Rasululiah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adailah riwayat Anas

ibn Malik. Dalam riwayat tersebut diriwayatkan:
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ZDepartemen Agama R, Mushaf al-Qur’an Terjemah, 91
2Basyir, Sistem Ekonomi Islam, 70



34

Ol oty Joom o Ay (Sudly sl cply 9ls il g heny (ol olgyy JLe Y5 03

(e o it
Artinya: “ Pada zaman Rasuvlullah Saw terjadi pelonjskan harga di pasar, lalu
sekelompok orang menghadap Rasulullah Saw seraya mereka
berkata: ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak tinggi,
tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah Saw menjawab:
sesungguhnya Allah yang (berhak) menetapkan harga, dan
menahannya, melapangkan dan memberi rizki. Saya berharap akan
bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian
menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harga dan nyawa.
(HR. Abu Daud,at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibn
Hibban).”’

Semakna dengan fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi
pada masa Rasulullah Saw itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari
para pedagang, tetapi memang komoditi yang ada terbatas, maka lumrah
harga barang itu naik. Oleh sebab itu dalam kenaikan demikian Rasulullah
Saw tidak mau ikut campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu,
karena tindakan seperti itu bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal,
Rasulullah Saw tidak akan mau dan tidak akan pernah berbuat zalim kepada
sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan
demikian menurut para pakar fikih, apabila kenaikan harga itu bukan ulah

para pedagang, maka pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah

harga, karena perbuatan itu boleh menzalimi para pedagang.*®

¥ Abi Daud, Sunan Abi Daud, (al-Qahirah, Dar al-Hadis, juz 3,1999), 1498.
3 Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, 92
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Namun ayat-ayat yang telah disebutkan di atas tadi mengindikasikan
campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat terutama dalam hal
ckonomi sehingga dasar hukum penentuan harga tidaklah berbeda dengan
campur tangan pemerintah karena penentuan harga yang dimaksud dalam
pembahasan di sini adalah penentuan harga oleh pemerintah yang sudah jelas

pasti ada keterlibatan pemerintah di dalamnya.

. Konsep harga yang adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan
scjak awal kehadiran Islam. Al-Qur’an sendiri telah menckankan keadilan
pada setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu adalah hal yang wajar
apabila keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Para
fukaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis yang juga
mempergunakan harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang yang
cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang timbunan, dan
sebagainya. Secara umum, para fukaha ini berpikir bahwa harga yang adil
adalah harga yang dibayar dengan obyek serupa. Oleh karena itu mereka lebih
mengenalnya dengan harga yang setara (fsaman al-mits. 3

Al-Qur’an sangat menckankan perlunya keadilan, sangatlah natural

untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya

' Azwar Karim, Sejarah Pemikiran, 353
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dengan harga. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba
seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan.”2

Sekalipun penggunaan istilah harga yang adil tersebut telah ada sejak
kehadiran Islam, Thnu Taimivah tampaknva merupakan orang vang pertama
kali menaruh perhatian khusus terhadap konsep harga yang adil. Dalam
membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali
menggunakan dua istilah yaitu kompensasi yang setara ( 7wadh al-mitsl) dan
harga yang setara (fsaman al-mitsl).>

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara ( Ywadh a/-mitsl), Ibnu
Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah
jumlah yang sama dari obyek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum
(urf. Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (s7’7) dan kebiasaan (‘adah).
Lebih jauh, bahwa evolusi yang benar terhadap kompensasi yang adil
didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain
yang setara.”’

Berbeda halnya dengan konsep kompensasi harga yang setara,
persoalan harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya,
pembelian dan pertukaran barang. Dalam mendefinisikan hal ini Ibnu

Taimiyah menyatakan: “ Harga yang sctara adalah harga yang standar yang

21slahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, (Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet I, 1997), 92
3 Azwar Karim, Sejarah Pemikiran, 354
#Ibid., 356
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berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara
umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut

atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus.” >

4. Penentuan harga oleh Rasulullah

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang
alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam
menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam pereckonomian.
Praktek pada masa Rasulullah menunjukkan adanya peran pasar yang benar.
Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga
yang adil. Beliau menolak adanya Prince intervention seandainya perubahan
harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini
mengharuskan adanya moralitas, antara lain persaingan yang sehat (fzir p/ay),
kejujuran (honesty), keterbukaan (fransparancy), dan keadilan (justice). Jika
nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga
pasar.’®

Ketika harga naik pada masa Rasulullah Saw, beliau menolak untuk
menetapkan harga. Namun di situ tidak disebutkan bahwa pada saat itu ada

orang yang menolak untuk menjual makanan yang dimilikinya. Hanya

LI
Ibid., 357
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2009),301



38

disebutkan secara umum bahwa mercka yang menjual barang-barang
kebutuhan pokok adalah para saudagar (membeli dagangan di luar kota), yang
hanya menjualnya setelah tiba di pasar. Tetapi dalam hal orang kota yang
menjualkan barang dagangannya ke kampung, ataun sebagai mekelar, Nabi
SAW melarangnya.’’

Distorsi harga ketika kaum Qurais menetapkan blokade ekonomi
terhadap umat Islam. Kenaikan harga di Madinah, Rasulullah menyatakan
Allah adalah Zat yang menentukan dan mengatur harga, penahan, pencurah,
serta penentu rezeki.’® Bagi Rasulullah Zat penentu harga hanyalah Allah
semata. Bahkan lebih jauh, intervensi pemerintah dalam menentukan harga
bisa dikategorikan sesvatu yang zalim. Namun yang jelas Nabi memang
menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil di Madinah. Untuk itu
beliau menerapkan sejumlah aturan, agar keadilan itu bisa berlangsung. Di
antara aturan itu adalah:>®
1. Melarang tallagqi rukban, yakni menyongsong khalifah di luar kota.

Dengan demikian pedagang tadi mendapat keuntungan dari
ketidaktahuan khalifah yang baru datang dari luar kota terhadap situasi

pasar.

%7 Arif Maftuhin Dzofir, Tugas Negara Menurut Islam, 62

*Nurul Huda et al, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencata, Cet.2,
2009), 230

*Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, Edisi.l,
Cet. 1, 2006), 182-183
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2. Mengurangi timbangan dilarang, karena itu berarti barang dijual dengan
harga sama tetapi jumlah lebih sedikit.
3. Menyembunyikan cacat barang dilarang, karena itu berarti barang dijual
dengan harga sama tetapi jumlah lebih sedikit.
4. Dan jumlah larangan lain agar terciptanya persaingan yang adil di pasar.
Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah Saw yang menolak
penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya. Katanya:” itu adalah
sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan
merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan
sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi
yang ckuivalen ( “wad a/ mithi). Menurutnya, harga naik karena kekuatan
pasar dan bukan karena ketidaksanggupan dari pasar itu. Dalam kasus
terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya suplai berkaitan dengan
menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau

menycmbunyikannya. '’

. Peran pemerintah dalam penentuan harga
Sejak awal berdirinya Islam, perhatian yang sedemikian besar telah
diberikan oleh pihak pemerintah untuk melihat kondisi dagangan dan para

pedagang apakah dalam melakukan perdagangan mercka telah menjalankan

“slahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, 114-115
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aturan seperti yang diajarkan Islam atau tlda(\, % juga bertanggung
jawab untuk memberantas segala bentuk monopoli oleh orang tertentu,
mencegah penimbunan, menggulung pasar gelap dan semua praktek-praktek
jahat dalam bisnis.*!

Al-Qur’an sendiri telah menghadirkan semuwa aturan umum yang
memberikan kewajiban pada masyarakat muslim untuk menyuruh pada
kebajikan dan melarang kemungkaran. Kewajiban dan perintah ini hendaknya
dilakukan oleh pejabat negara yang disebut sebagai muhtasib dan oleh orang-
orang yang memiliki kompetensi dari masyarakat umum. Perbedaan kaum
muslimin, sebagai “umat terbaik’ sangat tergantung pada dua hal, yakni
apakah mereka menyuruh pada kebaikan dan mencegah kejahatan.*?

Sebagaimana firman Allah:

2

2
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Artinya:” Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar,
dan beriman kepada Allah.”(QS Ali Imran:110) *

|
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Negara juga memiliki hak untuk mengawasi dan mengatur monopoli
harga dan keuntungan. Harga maksimal mungkin ditetapkan dan unsur
intensif baru dalam proses produksi bisa diciptakan, sehingga lama kelamaan

tidak akan menguntungkan bagi para monopoli. Di sini masalah utamanya

“'Samson Rahman, Etika Bisnis dslam Islam, 159
“1bid., 164
“Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemah, 65
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adalah ada pada tataran harga yang benar, jumlah dan faktor-faktor
penghargaan. Akan tetapi ini dapat dicapai jika mekanisme yang tepat
dibangun serta setiap produsen memegang prinsip-prinsip Islam.*

Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi
dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali adanya kondisi darurat
yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian
menentukan harga. Pengertian darurat di sini pada dasarnya peranan
pemerintah ditekan seminimal mungkin. Namun intervensi pemerintah
sebagai pelaku pasar dapat dibenarkan hanyalah jika pasar tidak dalam
keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi
kompetisi yang fair terjadi (market failure). Sejumlah contoh klasik dari
kondisi market failure antara lain: barang publik, eksternalitas (termasuk
pencemaran dan kerusakan lingkungan), informasi yang tidak simetris,
kepastian institusional serta masalah distribusi, atau dalam bahasa lain,
intervensi pemerintah adalah untuk menjamin fzirmess dan keadilan.*

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa di antara tugas-tugas pemerintah
(mustahib) penting sebagai berikut:*®

1. Memerintahkan pelaksana amanah kepada yang berhak

L alu Muyadi,et al, Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan, (Yogyakarta: Magistra Insania
Pers, Cet.1, 2004),171-172

“Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam, 161

“Ahmad Azhar Basyir, Sistem Ekonomi Islam, 165
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2. Mencegah semua bentuk kejahatan perilaku dan pidana pelanggaran
hukum, khususnya penipuan dan kecurangan. Tugas seorang mustahib
adalah untuk memberikan rasa percaya bahwasanya di dalam masyarakat
sudah tidak ada ketidakjujuran dan penipuan, khususnya yang menyangkut
masalah timbangan dan takaran, pembuatan makanan, transaksi kredit dan
perdagangan secara umum.

Pemerintah dari negara-negara yang sedang membangun
harus”mendorong” pembangunan sekeras mungkin dengan cara mengambil
peran yang menentukan dalam ekonomi. Hanya dengan dorongan yang besar
itulah akan dapat menolong mereka untuk mencapai pertumbuhan-
pertumbuhan yang dapat menghasilkan atau pertumbuhan yang
berkesinambungan dan lompatan ke depan.*’

Dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan
masyarakat, negara dibenarkan bercampur tangan dalam berbagai bidang
sebagai berikut: "

1. Bidang pekerjaan

2. Menentukan upah kerja

3. Memaksa kerja

4. Menghilangkan perantara

“"Umer Chapra. Islam and Economic Development, (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet.1,
2000),33
“Ahmad Azhar Basyir, Sistcm Ekonomi Islam, 72
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5. Membatasi harga

Pada dasarnya Islam memberi kebebasan dalam perdagangan, dan juga
menentukan harga barang-barang. Tidak terdapat dalil al-Qur’an maupun
hadits Nabi yang memberi wewenang kepada negara untuk membatasi harga
barang. Bahkan Nabi pernah menolak ketika terjadi kenaikan harga, meskipun
demikian, secara tidak langsung, banyak segi-segi ajaran Islam yang dapat
menjadi pedoman bagi dimungkinkannya campur tangan negara dalam
membatasi harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari, sejalan dengan
kewajiban negara untuk menegakkan kcadilan dan kesejahteraan hidup
masyarakat. "’

Penetapan harga yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan ketika
terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disecbabkan ulah para pedagang.
Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu
menyangkut kepentingan orang banyak, maka dalam kasus seperti ini
penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah. Karena mendahulukan
kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok terbatas. Akan
tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus adil, yaitu

dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para

pedagang. >

“Ibid., 77
*Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, 96



6. Hukuman bagi para spekulan yang menyebabkan melonjaknya harga

Para ulama figh yang membolehkan pihak pemerintah turun tangan
dalam menetapkan harga ketika munculnya spekulan mempermainkan
berbagai harga komoditi dan dalam mendukung usaha pemerintah ini, para
pedagang yang mempermainkan harga itu perlu dikenakan sanksi hukum,
mereka sepakat menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan para
pedagang ini termasuk ke dalam tindak pidana fa’zir. Oleh sebab itu, menurut
mereka pihak pemerintah bebas menentukan hukuman apa yang dikenakan,
karena hukuman dalam tindak pidana fa’zir diserahkan sepenuhnya kepada
pihak pemerintah yang dalam hal ini kekuasaan kehakiman.”!

Pihak pemerintah pun tidak boleh sewenang-wenang menetapkan
bukuman harus sesuai dengan sifat hukuman dalam tindak pidana ta’zr
Menurutnya hukuman itu harus mulai yang paling ringan, seperti teguran.
Apabila dengan yang paling ringan para pedagang yang melanggar ketentuan
harga itu tidak jera, maka baru dikemakan hukuman yang lebih keras,
umpamanya dengan mengenakan denda. Apabila dengan cara ini pun, para
pedagang belum jera, mereka boleh dipenjarakan. Oleh sebab itu, hukuman

yang dikenakan harus sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki,

sehingga para pedagang jera mempermainkan harga.>

*'Ibid., 99
*Ibid.



BAB III

PERAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA
TEMBAKAU DI PAMEKASAN

A. Gambaran Keadaan Kabupaten Pamekasan

1.

Sejarah Pamekasan

Kabupaten Pamekasan lahir dari proses scjarah yang cukup panjang.
Nama Pamekasan sendiri baru dikenal pada sepertiga abad ke 16, ketika
Ronggo Sukowati mulai memindahkan pusat pemerintahan dari kraton
Labangan Daja ke kraton Mandilaras. Memang belum cukup bukti tertulis
yang menyebutkan proses pcrpindahan pusat pemerintahan sehingga terjadi
perubahan nama wilayah ini."

Munculnya sejarah pemerintah lokal Pamekasan, diperkirakan baru
diketahui sejak pertengahan abad ke lima belas (15) berdasarkan sumber
sejarah tentang lahirnya mitos atau legenda Aryo Menak Sumoyo yang mulai
merintis Pemerintahan Lokal di daerah Proppo atau Parupuk. Jauh scbclum
munculnya legenda ini, keberadaan Pamekasan tidak banyak dibicarakan.

Diperkirakan Pamekasan merupakan bagian dari pemerintahan Madura dan

'Profil Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJ), Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa

Timur Tahun 2011-1015, 1.

45
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Sumenep, yang telah berdiri sejak pengangkatan Arya Wiraraja pada tanggal
13 Oktober 1268 oleh Kertanegara.”

Terungkapnya sejarah pemerintahan di Pamekasan semakin ada titik
terang setelah berhasilnya invasi Mataram ke Madura dan merintis
pemerintahan lokal di bawah pengawasan Mataram. Hal ini dikisahkan dalam
beberapa karya tulis seperti Babad Mataram dan Sejarah serta telah adanya
beberapa penelitian sejarah oleh sarjana Barat yang lebih banyak dikaitkan
dengan perkembangan sosial dan agama, khususnya perkembangan Islam di
Pulau Jawa dan Madura, seperti Graaf dan TH. Pigland tentang kerajaan Islam
pertama di Jawa dan Banda tentang matahari terbit dan bulan sabit.’

. Keadaan Geografi dan Demografis

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kota kawasan Madura.
Dari sisi georafis, sebelah utara dibatasi Laut Jawa, batas selatan terdapat
Selat Madura, sebelah Barat bersebelahan dengan Kabupaten Sampang dan
scbelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep. Secara demografis
memiliki penduduk 835.101 jiwa, dengan kepadatan penduduk per kilo meter
cukup variatif. Secara administratif Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13

Kecamatan dan 189 Desa/Kelurahan. Sehingga keberhasilan pembangunan

Ibid.
bid.,2
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tidak bisa dilepaskan dari permasalahan kependudukan mengingat penduduk
merupakan subyek maupun obyek pembangunan itu sendiri.*

Guna mendukung tercapainya hasil-hasil pembangunan yang
optimal, data kependudukan merupakan hal yang mutlak diperlukan meliputi
jumlah, laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, penyebaran
penduduk serta hal-hal terkait lain. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Gambar 1.1

Pondiiduk Pamekad®
rendaudux ramexkasan

| No ~_ _Uraian | Tahun !
| | Jumlah penduduk | 835.101
gen P SIS I "0
- | Laki- | 405.345
| - |Perempuan | 429.756 |
| 2 | Kepadatan penduduk |  1.054 |
3. Keadaan Ekonomi
Perekonomian Kabupaten Pamekasan terdiri dari beberapa usaha

karena latar belakang penduduk yang memiliki kemampuan yang berbeda-
beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yaitu sebagai berikut:
a. Pertanian
Sektor pertanian menyajikan data luas area pertanian dan
perkembangan indikator produksi tanaman bahan makanan, perkebunan,

peternakan dan perikanan yang dirinci per Kecamatan. Di sektor

“Badan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dalam
Angka 2011, (Pamekasan Regency In Figures 2011), 10.
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Pertanian Kabupaten Pamekasan selalu mengalami peringkat. Dalam
program kegiatannya swasembada pangan merupakan prioritas dalam
rangka untuk meningkatkan menyejahterakan masyarakat akan
tersedianya pangan. Beberapa komoditas dari jenis sayuran seperti
bayam, kangkung, terong, bawang merah, cabai, kacang panjang, timumn.
Sedangkan untuk tanaman holtikultura seperti durian, jeruk, mangga dan
pisang, dan juga tembakau merupakan penghasilan yang Iumayan
mendominasi petani di Pamekasan®

Sedangkan sektor peternakan yang paling menonjol di Kabupaten
Pamekasan adalah sapi potong yang mana jenis sapi merupakan ras
Madura. Selain untuk konsumsi dagingnya juga dibuat sebagai hewan
pacu (kerapan sapi). Untuk ternak yang lain: ayam, kambing, dan domba
kesediaannya juga cukup.®

Kemudian sektor perikanan, banyaknya armada dan jenis alat
tangkap perikanan kabupaten Pamekasan menandakan masih banyak
masyarakat menggantungkan kehidupannya pada hasil penangkapan ikan
laut dan budi daya ikan tambak khususnya udang dan bandeng, hal ini

membuat hasil laut akan ikan sangat tinggi.”

Sy
Ibid., 151.

:'Badan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. ..., 193
Ibid., 200.
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b. Industri

Industri pengolahan dikelompokkan ke dalam golongan

berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu: 8

d.

Industri besar; perusahaan mempunyai pekerja 100 orang atau lebih.
Industri sedang; perusahaan mempunyai pekerja 20-99 orang.
Industri kecil: perusahaan mempunyai pekerja 2-19 orang.

Industri rumah tangga yang mempunyai pekerja 1-4 orang.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan

menghasilkan Industri kecil dan menengah sampai besar yang tersebar

sampai pelosok di Kabupaten Pamekasan dengan hasil produk yang cukup

sukses dalam penjualan sebagai berikut, batik tulis, teri nasi, ikan asin,

petis, keripik tetteh, tahu tempe, anyaman dan aneka suvenir, kacang

otto', rengginang, siwalan, garam dan perajangan tembakau.

B. Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan

1. Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan

Dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6

Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura dijelaskan bahwa

harga tembakau Madura pada musim panen ditentukan oleh kualitas atau

mutu. Dalam hal penentuan harga tembakau yang ditentukan oleh kualitas

¥Ibid..215.
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mutu ini maka pembeli harus jujur dan terbuka dalam menentukan kualitas
atau mutu tembakau Madura yang akan dibeli.’

Pada musim panen tembakau yaitu dimulai tanggal 15 Juli sampai
dengan tanggal 15 Oktober tiap tahunnya. Pada saat inilah, para petani di
Kabupaten Pamekasan yang memiliki tembakau dan siap untuk memanen
berbondong-bondong menjual tembakaunya kepada pemilik modal yang
dianggap menguntungkan bagi mereka. Sebab, bagi mereka tidak ada
kepastian harga berbentuk nominal per kilo gramnya karena harga ditentukan
olch kualitas tembakau itu sendiri. "

Terlepas dari peraturan tersebut, berdasarkan hasil penelitian di
lapangan bahwa harga ditentukan oleh kualitas atau standar mutu tembakau.
Mutu tembakan Madura sangat beragam dan penilaiannya yang bersifat
manual dan visval atau organoleptik sangat tergantung pada kebutuhan pabrik
rokok. Standar mutu tembakau meliputi warna, pegangan/body, aroma,
tingkat kekeringan, kebersihan, kemumnian, ketuaan daum, posisi daun, dan
lebar rajangan. "'

Dari beberapa kriteria tersebut, mutu tembakau dikelompokkan ke

dalam jenis mutu I (amat baik), II (baik), III (cukup), dan IV (sedang). Jenis

*Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor
6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembaksu Madura dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30
Tahun 2008 tcntang Pctunjuk Pclaksanaan. (Pamckasan:Bagian Hukum Sctdakab Pamckasan,
2008),16.

Surahman, Wawancars, Waru Pamekasan, 12 Desember 2011

"Mulaksan, Wawancara, Waru Pamekasan, 10 Desember 2011
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mutu tembakau yang amat baik biasanya wama tidak terlalu hijau, tidak
berbau tanah, tidak tercampur bahan-bahan bukan tembakau, dan tidak
dicampur gula. Secara rinci, karakteristik jenis mutu tembakau dapat dilihat
pada Tabel 1.2 dengan penjelasan sebagai berikut:'

K arakteristik Jenis Mutu Tembakau

" MUTU

- m [ m v

Kuning | Kuning | Kuning Kuning
Kehijauan,cerah | kehijauan,cerah | kehijauan, kehijauan,
sedang/cukup cerah | pucat

2. Pegangan/body | Baik | Cukup Cukup Sedang
3. Aroma Baik Baik | Cukup Sedang

4. Tingka

Baik | Baik | Baik Baik
kekeringan '

5. Kebersihan Baik Cukup \ Cukup Cukup
|

6. Kemumian Baik Baik | Cukup Sedang
|

7. Petikan Tua Tua Tua

i

8. Posisi dauii | Teingal dan atas | 1cngah dan alas | Tengah dan atas Tengah dan

bawah

9. Lebar rajangan | Cukup Cukup Cukup Cukup

Penjelasan Tabel:

2Muhammad Tohi, Wawancara, Waru Pamekasan, 12 Desember 2011
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. Warna tembakau kering ialah kuning kehijauan, hijau (hijau muda,
hijau tua, hijau mati), merah bata, coklat, hitam. Kecerahan warna
ada tiga macam yaitu cerah, pucat, dan kusam;

. Pegangan/body dinilai baik (elastis), cukup (agak elastis), sedang
(sedikit elastis), dan kurang (tidak elastis/ kasar);

Aroma dinilai baik (harum aromatis), cukup (harum agak aromatis),
scdang (harum sedikit aromatis), kurang (sedikit harum, sedikit
aromatis), dan jelek (tidak harum dan tidak aromatis);

. Tingkat kekeringan dinilai baik (kadar air tembakau rajang kering
diperkirakan maksimal 12%), cukup (kadar air tembakau rajang
kering diperkirakan maksimal 13%), sedang (kadar air tembakau
rajang kering diperkirakan maksimal 14%), dan kurang (kadar air
tembakau rajang kering diperkirakan lebih dari 14%);

Kebersihan dinilai baik (hanya terdiri dari /aminas daun tanpa
gagang), dan cukup (terdapat campuran gagang atau benda lain
maksimal 5%);

. Kemumnian dinilai baik (terdiri dari satu jenis), cukup (terdapat
campuran jenis lain maksimal 5%), sedang (terdai)at campuran jenis
lain maksimal 10%), dan kurang (terdapat campuran jenis lain lebih

dari 10%).
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7. Petikan daun dinilai muda (bclum mencapai tingkat yang cukup tua,
ditandai dengan warna daun yang masih hijau), tua (sudah mencapai
tingkat kemasakan yang tua, ditandai dengan warna daun yang hijau
kekuningan dan pada ujung daun berwama cokelat), dan lewat tua
(sudah melewati kemasakan yang cukup tua, ditandai dengan warna
daun yang sudah menguning bernoda cokelat).

8. Posisi daun dinilai daun pasir, daun kaki, daun tengah, daun atas,
dan daun solang.

9. Lebar rajangan dinilai halus (0,50-1,25 mm), cukup (1,26-2 mm),
sedang (2,01-2, 70 mm), agak kasar (2,71-3,50 mm), dan kasar (3,51-
5,00 mm).

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura pasal 4 bab Il mengenai Hak
dan Kewajiban dijelaskan dalam ayat 1 dan 2 bahwa “Pefani berhak menjual
tembakau Madura kepada pihak manapun Pembeli berhak membeli tembakau
dari pikak manapun” "

Dengan adanya peraturan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam
pasal tersebut, di satu sisi ada yang diuntungkan dan di sisi lain ada yang
merasa dirugikan. Dengan adanya penentuan bahwa Petani berhak menjual

tembakaunya ke pihak manapun serta pembeli berhak membeli tembakau ke

Bpemerintah Kabupaten Pamekasan, (Peraturan Daerah Pasal 4). 11.
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petani manapun, sering kali terjadi ketimpangan dalam proses jual beli. Petani
sering kali tidak berdaya menghadapi kekuatan pemilik modal dalam hal ini
pabrik yang memiliki kecenderungan menguasai pasar. Bahkan, petani selaku
pemilik barang yang seharusnya menjadi subyek penentu justru cenderung
rra pemilik modal benar-benar memana ni ketentuan
yang telah diberlakukan maka pen; ual dalam hal ini petani mungkin akan jauh
dari kerugian karena sudah jelas bahwa dalam pasal 5 Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 6 lahum 2008 tentang Penatausahaan
Tembakau dijelaskan bahwa “ Pembe li wajib menciptakan persaingan usaha
yang sehat, jujur dan terbukd’.’* Namun, sering kali peraturan tersebut hanya
scbuah lembaran kertas bagi oknum-oknum pemilik modal yang tidak
bertanggung jawab.
la musim panen tiba, banyak pemilik modal bermunc ulan untuk
membeli tembakau dari petani dengan harga sesuai dengan patokan pemilik
modal itu sendiri. Harga pasar yang tidak jelas nominalnya sering kali
meresahkan masyarakat saat musim panen. Adakalanya kualitas tembakau
milik petani bagus namun ketika dihadapkan pada pemilik modal untuk dijual
sering kali terdapat silang pendapat antara pemilik modal dan penjual tentang

kualitas tembakau tersebut. Yang paling parahnya lagi, petani sering kali

4 Bambang, Wawancara, Batu Marmar Pamekasan, 14 Desember 2011
15 pemerintah Kabupaten Pamekasan, (Peraturan Daerah ayat 1 Pasal 4). 11
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dirugikan dengan melihat realita bahwa harga rokok melambung tinggi namun
tembakau mereka sering kali dipatok dengan harga yang tidak sesuai dengan
kualitas tembakau mercka. Dengan ketidakberdayaan, dari pada tembakau

membusuk maka walaupun harga tidak sesuai dengan kualitas tembakau,

mereka terpaksa menjualnya yang penting cukup untuk menutup modal yang
mereka keluarkan,'
lam permasalahan ini, masalah tata niaga dihadapi olch para
petani tembakau, dalam bertransaksi posisi petani tembaka berhadapan
dengan gudang perwakilan pabrik memiliki nilai tawar rendah. Selain
panjangnya mata rantai transaksi penjualan tembakau petani ke gudang, juga
belum adanya standar mutu atau kualitas yang dapat digunakan sebagai
pedoman oleh penjual dan pembeli serta antara gudang pembelian yang satu
dengan yang lainnya. '’
Sementara itu, standar Nasional yang ada tidak merinci sedetail
yang diperlakukan oleh pihak pembeli tembakau schingga grade'® harga

beragam. Seperti penentuan harga yang diperlakukan oleh beberapa Gudang

Perwakilan Kuasa Pembelian Pabrik besar yang melakukan pembelian di

Pamekasan sebagaimana disebutkan di bawah ini:"?

"*Muhammad Ja’far, Wawancara, Pakong Pamekasan, 15 Desember 2011

17 Abul Yamin, Wawancara, Waru Pamekasan, 16 Desember 2011

18 Gradc adalah penentuan harga tembakau dilihat dari kualitas atau mutu tcmbakau pada saat
terjadi transaksi pembelian

¥Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, Evaluasi (erhadap Peluksanaan
Musim Tembakau Tabun 2009 di Kabupaten Pamekasan, (Medio: Oktober 2009), 8
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PT. Sampoerna, yang mencantumkan 19 jenis grade dengan variasi
harga tertinggi Rp. 23.000,- dan harga terendah 13.000,- per kg
dengan ketentuan besaran pembelian di akhir tutup gudang sebesar
4.541,781 ton;

PT. Djarum, mengkategorikan 4 jenis grade dengan variasi harga
tertinggi Rp. 22.000,- dan terendah Rp. 15.000,- per kg; dengan
kuantum besaran pembelian pada akhir tutup gudang sebesar
4.038,062 ton;

PT. Gudang Garam, mengkategorikan 5 jenis grade dengan variasi
harga tertinggi Rp. 24.000,- dan terendah Rp. 16.000,- per kg, dengan
kuantum besaran pembelian pada akhir tutup gudang sebesar
3.804,182 ton;

Sedangkan perusahaan rokok menengah yang melakukan
pencantuman jenis grade yang tidak beda jauh dengan pabrik rokok
besar antara Rp. 12.000,-s/d Rp. 25.000,- per kg.

Penentuan harga sebagaimana disebutkan di atas, ditentukan oleh

masing-masing perusahaan yang perantaranya adalah gudang perwakilan

kuasa masing-masing perusahaan tersebut yang kemudian dalam prakteknya

harga tersebut diperlakukan kepada para petani tembakan. Namun lepas dari

transaksi di atas terscbut masih ada transaksi yang dilakukan oleh antar
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pedagang dan pengusaha, bukan antar petani dengan pihak perwakilan
pabrikan,?°

Melihat realita di atas tersebut, jika dihubungkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan
Tembakau Madura maka transaksi tembakau oleh perorangan tanpa kuasa dari
gudang perwakilan pabrik atau korporasi’' lainnya yang tidak terdaftar di
pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak diperkenankan melakukan pembelian
tembakau kepada petani. Hal ini, disebutkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan
Tembakau Madura pasal 6 bab IV Ketentuan Perizinan Bagian Pertama Izin

Pembelian sebagai berikut: *

1. Korporasi atan perorangan yang akan melakukan aktivitas pembelian
nbakau Madura, wajib mendapatkan izin dari bupati atau pejabat
fitunjuk.

3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat | dapat diperoleh dengan cara
mengajukan permohonan yang dilengkapi data-data sebagai berikut:
a. Waktu akan memulai pembelian
b. Tingkat kualitas dan harga pada awal pembelian

*Ibid., 9.

Z'K orporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus
badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.

Zpemerintah Kabupaten Pamekasan, Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor
6 Talum 2008 (enlang Penatausahaan Tembakau Madura dan Peraluran Bupati Pamekasan Nomor 30
Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan. (Pamekasan:Bagian Hukum Setdakab Pamekasan, 2008),
12-13.
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c. Jumlah atau kebutuhan pembelian
d. Surat-surat perizinan usaha; dan
e. Keterangan lain yang diperlukan
Melihat ketentuan tersebut di atas, jika setiap musim panen
tembakau para pembeli tembakau yang merupakan korporasi atau perorangan
yang sudah terdaftar di pemerintah Pamekasan maka tidak menutup
kemungkinan akan terjadi persaingan pasar yang schat karena para korporasi
atau perorangan memahami permainan pasar yang sehat. Lemahnya
pengawasan yang intensif membawa dampak banyaknya oknum yang tidak
jujur mempermainkan harga pada saat pembelian tembakau di petani, padahal
tembakau merupakan salah satu kunci pokok mata pencaharian para petani di
Kabupaten Pamekasan.”
Sistem Perdagangan Tembakau di Pamckasan
Kekurangpahaman petani dalam mekanisme perdagangan telah
merangsang pihak yang sangat mengerti seluk-beluk tata niaga tembakau
untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Muncullah apa yang dikenal
di masyarakat pertembakauan dengan sebutan tautan juragan dan bandol.
Dalam mekanisme pasar mereka disebut pialang tembakau.
Di Madura dikenal dua sistem perdagangan tembakau, yaitu sistem
perdagangan tembakau pasaran, dan sistem perdagangan tembakau melalui

juragan dan bandol Sistem perdagangan tembakau pasaran adalah cara

BMasduki, Wawancara, Pegantenan Pamekasan, 19 Desember 2011
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penjualan tembakau pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Pada hari
pasaran yaitu Minggu, Selasa dan Jumat, petani membawa hasil panen
tembakaunya untuk dijual di pasar. Jumlah tembakau yang dijual tidak
terlampau banyak. Biasanya seorang petani membawa satu bal tembakau yang
beratnya antara 20 kg sampai 60 kg%

Sistem perdagangan tembakau yang kedua discbut juragan dan
bandol. Juragan adalah orang yang mendapat kepercayaan dari pembeli dari
pabrik rokok untuk membeli tembakau dengan mutu dan harga yang telah
ditentukan terlebih dahulu. Juragan biasanya memiliki gudang tembakau
untuk tempat membeli, membungkus, dan menyimpan tembakau. Sedangkan
bando] adalah asisten atau pembantu juragan dalam usaha untuk mendapatkan
tembakau dari para petani. Ada dua macam bando/ dalam perdagangan
tembakau di Madura, yaitu bandol terikat dan bandol tidak terikat. Dalam
usaha untuk mendapatkan tembakau dari para petani, seorang bandol terikat
akan menerima uang kas dari juragan. Uang kas terscbut mcrupakan modal
untuk membeli tembakau dari para petani. Semua tembakau yang dibeli dari
petani harus dikirim kepada juragan untuk disortir atau diseleksi. Pembayaran
tembakau yang sesuai dengan kebutuhan juragan akan diperhitungkan dengan

uang kas.”

XImam, Wawancara, Pegantenan Pamekasan, 16 Desember 2011
BHasan, Wawancars, Batumarmar Pamekasan, 14 Desember 2011
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Tembakau yang tidak sesuai dengan kebutuhan juragan
diperkenankan dijual kepada juragan lain. Bandol tidak terikat adalah asisten
atau pembantu juragan dalam usaha untuk mendapatkan tembakau dari para
petani, namun yang bersangkutan tidak memperoleh uang kas. Untuk
membeli tembakau dari para petani, bando/ tidak terikat menggunakan
uangnya scndiri. Tembakau yang dibeli dari petani boleh dijual dengan bebas,
namun biasanya bando/ tidak terikat mengirimkan tembakau kepada juragan
tertentu. Hal ini disebabkan adanya tautan antara bando/ tidak terikat dengan
juragan tertentu. Tautan tersebut bisa terjadi karena adanya persamaan
pandangan tentang mutu tembakau dan harga.”®

Selain bandol, dikenal pula istilah tukang tongkd. Seorang bandol
yang membeli tembakau dari para petani, akan mengirimkan seluruh
tembakaunya kepada juragan. Ia harus memperhitungkan harga pembelian,
ongkos angkutan dan keuntungan yang ingin diraihnya. Ja menanggung risiko
yang cukup besar seandainya tembakau yang dibeli tidak sesuai dengan
kebutuhan juragan atau tidak ada kesepakatan harga. Sedangkan tukang
tongko' hanya membawa contoh tembakau yang dimiliki petani, untuk
kemudian ditawarkan kepada juragan. Apabila ada kesepakatan mutu dan
harga, maka tembakau itu dikirim kepada juragan. Tukang fongko' akan

memperoleh komisi dari petani. Komisi yang diterima pada tahun 2000 rata-

*Jumhari, Wawancara, Pakong Pamekasan, 16 Desember 2011
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rata sebesar Rp 750,00/kg. Dalam transaksi tersebut, tukang fongko’
memperoleh komisi yang relatif kecil, namun ia tidak menanggung risiko
yang besar.”’

Dari beberapa sistem perdagangan tembakau di atas, sistem
perdagangan tembakaun yang disebut juragan dan bando/ lebih menonjol.
Menurut para juragan di Madura, bekerja sama dengan bando/ lebih
menguntungkan, karena bisa memperlancar perdagangan. Apabila harus
berhubungan langsung dengan para petani, maka juragan membutuhkan waktu
yang lcbih lama wuntuk menyortir tembakau, karena terlampau banyak
tembakau yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Bandol berfungsi sebagai
filter, yaitu menyaring tembakau yang sesuai dengan kebutuhan juragan.zs

Asal-usul tautan juragan dan bando/ berkaitan erat dengan faktor
kelangkaan, ketidakamanan, dan tidak tersedianya cara untuk memperoleh
bantuan yang lain. Dalam perdagangan tembakau di Madura, pengetahuan
tentang tata cara penjualan tembakau tergolong langka. Scorang juragan dan
atau bando/tahu dari mana asal tiap jenis tembakau, di mana ada pasarannya,
bagaimana warna, aroma, dan kualitasnya. [a dapat membedakan tembakau
yang sempurna dan yang kurang sempurna keringnya, serta dapat menetapkan
apakah sesuatu partai sesuai atau tidak sesvai dengan contohnya. Karena

pengetahuan dan keahlian inilah maka juragan dan atau bando/ mendapat

ZAbdul Hadi, Wawancara, Pakong Pamekasan, 15 Desember 2011
Thid.
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kepercayaan dari petani tembakau dan pabrik rokok. Pabrik rokok akan
memberitahukan kepada juragan tentang tembakau yang diperlukan, jumlah
serta kualitasnya, dan bila perlu harga tertinggi yang disanggupi akan
dibayar.”

Sebaliknya, petani tembakau menyatakan kepada bandol tentang
tembakau yang hendak di jualnya, dengan atau tanpa menentukan harga
serendah-rendahnya yang diminta. Juragan dan banmdol selalu mengadakan
hubungan dengan relasinya. Dengan demikian tawar menawar antara pembeli
dan penjual tidak banyak memakan waktu. Apabila ada kesepakatan tentang
harga, persetujuan jual-beli dapat segera ditutup.’®

Selain kurangnya pengetahuan para petani tentang tata cara
penjualan tembakau, mereka juga menghadapi persaingan yang ketat untuk
dapat memasarkan tembakaunya. Para petani tembakau selalu dihadapkan
pada risiko kerugian yang besar apabila mereka gagal dalam persaingan. Salah
satu cara untuk mengatasi ketidakamanan tersebut, seperti persaingan ketat
dan risiko kerugian yang besar, adalah meminta bantuan bando/ untuk
menjualkan tembakaunya. Di kalangan pabrik rokok, juga selalu diliputi

ketidakamanan jika mereka harus berhubungan langsung dengan para petani

Sahri, Wawancara, Batumarmar Pamekasan, 13 November 2011

mbid.
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tembakau. Kebutuhan tembakau tentu tidak akan terpenuhi seandainya
mereka sendiri yang harus mendatangi ke tempat petani tembakau.”!

Kalau pabrik rokok mendirikan pusat pembelian tembakau di
Madura, acap kali dirasa tidak aman karena kurang memahami sistem
kesatuan hidup setempat. Pabrik rokok minta bantuan juragan dan bandol
untuk menjadi wakilnya di suatu daerah (fancan Janjang, koren, ataupun desa).
Biasanya juragan dan bandol adalah penduduk daerah tersebut yang memiliki
keahlian dalam bidang perdagangan tembakau, disiplin, jujur, bisa dipercaya
dan mempunyai jiwa pengabdian kepada pemilik pabrik rokok.

Untuk mengatasi ketidakamanan dan kelangkaan dalam pengetahuan
tentang tata cara penjualan tembakau, bantuan juragan dan bando/ merupakan
pilihan yang terbaik. Belum ada pihak lain yang mampu menyediakan cara
untuk memberi bantuan secara baik. Misalnya, usaha pemerintah untuk
mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD) belum mampu untuk menggantikan
kedudukan juragan dan bandol Dalam soal harga, pengelolaan  dan
penggunaan waktu, KUD masih jauh ketinggalan jika dibandingkan juragan
dan bandol Kegiatan KUD yang memperpanjang mata rantai perdagangan

cenderung memperkecil keuntungan petani tembakau. Tautan juragan dan

j'zAbdm Hamid, Wawancara, Waru Pamekasan, 10 November 2011
Tbid



bandol seperti diuraikan di muka, berkenaan dengan kenyataan bahwa juragan

dan bando/ menguasai sumber daya yang tidak dapat diperbandingkan.3 3

Artinya dalam tautan tersebut, sumber daya yang dimiliki oleh

juragan berupa perlindungan ekonomi tidaklah dapat diperbandingkan dengan

sumber daya yang dimiliki oleh bando/ berupa dukungan, bantuan

pelayanan yang bersifat pribadi. Hubungan juragan dan

pribadi. Hubungan tersebut tidak hanya diartikan sebagai hubungan
muka saja. Syarat serupa itu berlebihan, sebab dalam bentuk hubunga
melibatkan dua pihak hal itu sudah wajar. Oleh karena itu, hubunga
muka yang dimaksud bersifat akrab, mesra (menunjuk pada
emosional/perasaan), istimewa dan berlangsung berulang kali

pribadi biasanya berlangsung antara pihak- pihak yang memiliki

yang sama.

ini terlihat jelas apabila juragan membutuhkan

bandol, pertama kali akan menunjuk anggota

serta

/ bersifat

tatap

1 yang

n tatap
keadaan
Hubungan

sifat-sifat

tambahan

crabatnya.

Jatuhnya pilihan kepada keluarga sendiri ini di samping untuk menjamin

kesungguhan kerja dan pengabdian, juga biasanya secara kebetulan anggota

keluarga yang bersangkutan memang memenubhi syarat untuk menjadi bandol.

Misalnya pengetahuan tentang tata cara penjualan tembakau dan memiliki

kemampuan untuk mendapat tembakau dari petani. Seorang bandol harus

iNawawi, Wawancara, Pegantenan Pamekasan, 19 Desember 2011
tbid.
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mampu menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan yang
diucapkan juragan. Hubungan antara juragan dan bandol bersifat timbal balik
dan saling menguntungkan. Hubungan timbal balik artinya kedua belah pihak
saling mengharapkan. Sedangkan hubungan saling menguntungkan ditandai
oleh pihak juragan yang menguasai sumber daya yang langka dan pihak
bandol yang memberi kewajiban umum tetapi tidak merasa dirugikan. Hal ini
terlihat pada saat juragan mengambil saso/er tembakau dari tiap bal tembakau
untuk dijadikan contoh. Dari sasoler tembakau yang beratnya sckitar dua kg,
yang dijadikan contoh hanya sckitar satu ons. Kelebihannya yang discbut ret-
ret dapatlah dianggap semacam "kewajiban umum" yang tidak dirasa sebagai
suatu hal yang merugikan,

Uraian di muka menunjukkan bahwa pihak juragan yang sering
menjadi pemrakarsa tautan juragan dan bandol Dalam tukar menukar itu,
pihak bandol berkedudukan sebagai "lumbung nilai" tempat pibak juragan
menyimpan kredit sosial yang dapat diambil kembali di waktu yang akan
datang demi keuntungan dirinya. Seorang juragan memberikan perlindungan
yang bersifat ekonomis kepada bandol Bandol akan memperoleh
perlindungan dalam pemasaran tembakau. Bahkan seorang bando/ akan
memperoleh uang kas sebagai modal dalam perdagangan tembakau. Pihak

bandol setelah menikmati perlindungan yang diberikan oleh juragan, baru

Ibid.
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berkewajiban membalasnya. Kalau dikaji lebih mendalam, sebenarnya ret-ret
adalah "upeti" bandol kepada juragan. Dalam tautan tersebut pihak bando/
tidak merasa dirugikan.

Bando! merupakan tulang punggung yang setia dari juragan,
membantu  terselenggaranya  upacara-upacara  keluarga, mencegah
pergunjingan bahkan sering kali mempertaruhkan jiwa demi kepentingan
juragan. Jadi tautan juragan dan bando/ tidak hanya kerja pada musim
tembakau saja, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari terikat dalam hubungan
pertemanan. Dalam tautan juragan dan bando/ terjalin hubungan yang saling
menguntungkan, saling mengisi dan saling membutuhkan. Walaupun kedua
belah pihak saling menguntungkan, namun keuntungan yang dipetik secara
ekonomi lebih condong ke pihak juragan. Schingga dapat dikatakan secara
ekonomi bahwa tautan tersebut adalah "persahabatan yang berat sebelah".®

C. Dampak dari Pola Penentuan Harga Tembakau Milik Petani di Pamekasan
Terhadap Para Pc;ani

Kurang jelasnya penentuan harga tembakau oleh pemerintah yang

dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 6 Tahun 2008

tentang Penatausahaan Tembakau Madura membawa dampak yang signifikan

dalam proscs transaksi di pasar tembakau. Pcnentuan harga tembakau

¥Nawawi, Wawancara, Pegantenan Pamekasan, 19 Desember 2011
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berdasarkan kualitas sebagaimana di sebutkan dalam pasal 13 Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau
Madura mengakibatkan persaingan yang kurang schat terjadi dalam proses tata
niaga tembakau.”’

Dalam istilah pasaran tembakau dikenal dengan adanya grade. Dengan
penentuan grade tersebut, permainan pasar tembakau bisa dikendalikan ke arah
persaingan yang sehat dan jujur, apalagi jika pengukuran grade tersebut diawasi
oleh pengawas dari pihak pemerintah Kabupaten Pamekasan. Namun, lain halnya
dengan praktck yang banyak terjadi di masyarakat Pamekasan yang melakukan
transaksi jual beli tembakau dan tidak menentukan harga tembakau sesuai
dengan grade yang ditentukan oleh gudang, biasanya hal ini terjadi pada pembeli
yang malas mcnljﬁla izin pembelian tembakau ke pihak pemerintah, mereka
biasanya menentukan harga sesuai dengan perkiraan saja. Padahal menurut
aturan pemerintah, setiap pembeli baik korporasi atau perorangan yang ingin
membeli tembakau ke petani harus mendaftarkan permohonan izin ke pihak
pemerintah.’®

Melihat realita di atas, peran pemerintah yang secara peraturan
ditvangkan dalam pasal demi pasal hanya dirasakan oleh sebagian orang yang
memiliki kepentingan dalam mengembangkan bisnis tembakau terutama para

pemilik gudang atau perusahaan rokok. Dengan tidak rincinya aturan penentuan

3 Abd Pa’ie, Wawancara, Larangan Pamekasan, 24 Desember 2011
*Irfan, Wawancara, Larangan Pamekasan, 28 Desember 2011
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harga tembakau oleh pemerintah membuat scbagian merasa diuntungkan
tentunya hal ini berlaku bagi sebagian pembeli yang mempermainkan harga
pasar.

Sebaliknya, masyarakat yang mengandalkan mata pencahariannya
tembakau menjadi korban dari kebebasan penentuan harga tersebut. Padahal
tujuan dibuatnya aturan penatausahaan tembakau Madura tersebut dituangkan
dengan jelas sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura
yaitu:39

1. Melestarikan tanaman tembakau Madura sebagai komoditas unggulan
dacrah

2. Mengendalikan tata niaga tembakau Madura sehingga tercipta
keteraturan dan dapat berdaya guna untuk melindungi dan meningkatkan
kescjahteraan petani dan pendapatan asli dacrah, dan

3. Untuk mendapatkan kcuntungan bersama antara petani, pedagang, dan
daerah dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat.

Dalam tujuan aturan tersebut, sudah sangat jelas bahwa dibuatnya
aturan tersebut untuk menyejahterakan petani, namun lemahnya pengawasan
dari pihak pemerintah dan penentuan harga tembakau sesuai dengan kualitas
harga membawa persaingan yang sangat ketat di pasar tembakau. Padahal,

tujuan peraturan tata usaha niaga yang diterapkan oleh pemerintah tersebut

dilandaskan pada azas yang melindungi dan menyejahterakan masyarakat,

*Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor
6 Tahun 2008 teatang Penatausshaan Tembakau Madura dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30
Tahun 2008 tcntang Pctunjuk Peclaksanaan. (Pamckasan:Bagian Hukum Sctdakab Pamckasan,
2008),11.
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sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura yaitu: ’
Penatausahaan tembakau Madura berlandaskan azas ekonomi, akuntabilitas,
transparansi, otonomi dan berkelanjutan.”*

Dalam prakteknya juga, salah satu masyarakat petani tembakau
mengatakan bahwa dari beberapa tahun sebelumnya pembelian tembakau yang
dilakukan oleh produsen tembakau itu berada di luar harga yang wajar dengan
adanya kemerosotan harga yang tajam yang dilakukan oleh produsen tembakau
schingga pada umumnya masyarakat petani Pamekasan merugi dengan hasil
pertanian tersebut, bahkan banyak yang tidak mencukupi modal dalam

pengelolaan tanaman tembakau tersebut.*’

. Aspek Maslahah Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Terhadap Penentuan
Harga Tembakau di Pamekasan

Sccara abstrak pemerintah memang berperan dalam pencntuan harga
tembakau di Pamekasan hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau

Madura dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2008 tentang

“Ibid.,10.
“IAbdul Aziz, Wawancara, Pegantenan, 21 Desember 2011
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Petunjuk Pelaksanaan. Beberapa peran pemerintah dalam penentuan harga

tersebut dituangkan dalam beberapa pasal yaitu:*?

Pasal 13

1. Harga tembakav Madura pada musim panen ditentukan oleh kualitas
atau mutu

2. Pembeli harus jujur dan terbuka dalam menentukan kualitas atau mtu
tembakau Madura yang akan dibell.

Pasal 4

n—
.

Petani berhak menjual tembakau Madura kepada pihak manapun
2. Pembeli berhak membeli tembakau dari pihak manapun.

Pasal 5
1. Penjval wajib mempertahankan tingkat kualitas dan keaslian tembakau
Madura
2. Pembeli wajib menciptakan kondisi persaingan usaha yang schat, jujur
dan terbuka.

Secara jelas, terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan
menerapkan aturan kepada petani selaku pemilik tembakau begitu juga dengan
korporasi atau perorangan yang meiakukan transaksi jual beli tembakau.
Menurut Juhari (40), salah satu warga Pamekasan yang mata pencaharian sehari-
hari adalah berkebun tembakau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Banyak

di antara warga yang kurang paham dengan adanya aturan yang diterapkan oleh

pemerintah tersebut, termasuk dirinya.

“pemerintah Kabupaten Pamekasan, Peraturan Daerah Pasal 13, 4, 5.
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Menurut Juhari, setiap musim tembakau memang banyak para pembeli
yang berdatangan ke tempatnya. Harga yang variasi selalu ia dapatkan dari
proses tawar-menawar dengan para pembeli. Juhari tidak memahami bahwa,
apakah yang membeli tembakaunya sudah terdaftar di pemerintah sesuai dengan
aturan yang diterapkan atau belum karena ia juga tidak mengerti dengan adanya
aturan terscbut. Yang jelas, setiap panen tiba harga tembakaunya dipatok dengan
harga yang berbeda. Jika dibandingkan dengan harga rokok yang melambung
tinggi, baginya tertutup modal saja dan sudah dapat untung walaupun tidak
banyak itu sudah membuatnya lega.”

Menurut salah satu pejabat Disperindag (Dinas Perindustrian dan
Perdagangan) Kabupaten Pamekasan, secara praktek pemerintah K.abupatcn
Pamekasan tidak ikut campur dalam penentuan harga tembakau sebab penentuan
harga tembakau nominalnya ditentukan oleh pihak korporasi atau perorangan
yang melakukan transaksi pembelian tembakau ke petani. Pemerintah dalam hal
ini, hanya menycbutkan bahwa harga tembakau ditentukan oleh kualitas dan
mutu tembakau itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 tersebut
tanpa merinci berapa nominal per kilo gramnya bahkan penjelasan kategori mutu

atau kualitas tembakau tidak dijelaskan schingga korporasi atau perorangan

“yuhari, Wawancara, Waru Pamekasan, 10 November 2011
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bebas menentukan harga tembakau kepada pihak petani sesuai dengan standar
mutu yang mereka tentukan.*

Selain dari penentuan harga tembakau tersebut, pemerintah juga
berperan dalam proses sebelum terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli.
Menurut peraturan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Penatausahaan Tembakau Madura dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30
Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan, sebenarnya tidak semua orang yang
bisa melakukan transaksi pembelian tembakau kepada petani saat musim
tembakau, hanya korporasi atau perorangan yang sudah mendaftar atau meminta
izin transaksi ke pihak Bupati dalam hal ini ditunjukkan ke Dinas Perindustrian
dan Perdagangan sebagaimana di sebutkan dalam Bab II Ketentuan Perizinan
pasal 2 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Penatausahaan Tembakau Madura yaitu:*

Pasal 2
1. Setiap korporasi atau perorangan yang akan melakukan aktivitas
pembelian tembakau Madura, wajib mengajukan permohonan kepada

Bupati.

2. Setigp korporasi atau perorangan yang akan menjalankan uvsaba
penempaltan, penyimpanan, pengeringan, dan atau pengolahan tembakau

Madura sebagai hasil pembelian, wajib mengajukan permohonan Tanda
Daftar Gudang kepada Bupati.

“Imam Ritadi, Wawancars, Pamekasan, 29 Desember 2011
“*pemerintah Kabupaten Pamekasan, (Peraturan Bupati Pamekasan Pasal 2), 39.
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3. Pemberian Izin Pembelian dan Tanda Daftar Gudang sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dilimpahkan kewenangannya kepada

Kepala Dinas Perindvstrian dan Perdagangan.

Menurut aturan tersebut di atas, setiap korporasi atau perorangan yang
akan melakukan transaksi jual beli tembakau dengan petani harus melakukan
permohonan izin kepada Bupati Pamekasan atau instansi yang ditunjuk langsung
oleh Bupati. Namun dalam prakteknya, di antara masyarakat yang melakukan
transaksi tembakau dengan petani tidak memahami aturan tersebut, mereka
masih menganggap transaksi tembakau sama saja dengan jual beli barang biasa
yang ada di pasar.

Ahmad Jumbari (40), setiap musim tembakau tiba, ia selalu membeli
tembakau ke petani dengan harga sesuai dengan kondisi tembakau itu sendiri,

yang pasti ketika menyalurkannya ke pabrik yang menjadi agennya ia mendapat

keuntungan. Yang jelas harga yang ia tawarkan ke petani tidak lebih mahal dari

harga yang ia salurkan ke pabrik rokok.*° Lain halnya dengan Bapak Masduki
(43), pembeli dari perwakilan salah satu gudang rokok di daerah Pegantenan
Pamekasan, setiap musim tembakau tiba, ia beserta jajarannya membeli
tembakau ke petani dengan jumlah yang sangat besar untuk memenuhi

kebutuhan pabrik rokok beberapa perusahaan yang bekerja sama dengannya, dan

ia memiliki standar mutu sendiri dalam penentuan harga tembakau ke petani.’

6 Ahmad Jumhari, Wawancara, Pegantenan Pamekasan, 10 Desember 2011
"Masduki, Wawancara, Pegantenan Pamekasan, 19 Desember 2011



BAB IV

ANALISIS ASPEK MASLAHAH PERAN PEMERINTAH DALAM
PENENTUAN HARGA TEMBAKAU DI PAMEKASAN

A ANALISIS ASPEK MASLAHAH  PERAN PEMERINTAH DALAM
PENENTUAN HARGA TEMBAKAU DI PAMEKASAN
1. Analisis Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan
Penentuan harga tembakau di pamekasan diatur dalam pasal 13
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Penatausahaan Tembakau Madura dijelaskan bahwa * Harga tembakau
Madura pada musim panen ditentukan oleh kualitas atau mutu”. Dalam hal
pencntuan harga tembakau yang ditentukan oleh kualitas atau mutu ini maka
pembeli harus jujur dan terbuka dalam menentukan kualitas atau mutu
tembakau Madura yang akan dibeli.!
Dalam pencntuan harga oleh pemerintah kabupaten Pamekasan
tersebut, tidak dijelaskan secara logis karakteristik mutu atau kualitas
tembakau yang dijadikan patokan harga dalam tata niaga tembakau, sehingga

dengan demikian harga tembakau pun tidak ditentukan berapa nominal

'Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor
6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30
Tahun 2008 tcatang Pctunjuk Pclaksanaan. (Pamckasan:Bagian Hukum Sctdakab Pamckasan,
2008),16.
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permutu tembakau. Pemerintah hanya mengharuskan pembeli untuk jujur dan
terbuka menentukan kualitas atau mutu tembakauw Madura yang akan dibeli.

Dengan demikian, penentuan harga secara nominalnya ditentukan
oleh kebebasan pasar yang ada di Pamekasan dalam hal ini tata niaga
tembakau. Pelaku dari kebebasan pasar di sini adalah pedagang tembakau,
yaitu petani yang bermata pencahariannya menanam tembakau dan pembeli
tembakau dalam hal ini adalah perusahaan rokok atau pabrik atau gudang
tembakau atau orang-orang yang memiliki kebebasan untuk membeli
tembakau kepada petani.

Namun dengan tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai
penentuan harga tembakau oleh pemerintah Pamekasan, pelaku pasar yang
memiliki kendali dalam menentukan karakteristik mutu atau kualitas
tembakau sebagai patokan harga nominal tembakau adalah pabrik/gudang
atau pembeli tembakau, seperti yang dijelaskan dalam bab III di atas. Pelaku
ini menentukan harga tembakau sesuai dengan standar mutu mereka sendiri.
Sedangkan pedagang dalam hal ini petani yang seharusnya dijadikan subyek
penentu harga tapi diposisikan sebagai obyek dalam tata niaga tembakau.

Pada dasarnya Islam memberi kebebasan dalam perdagangan, dan juga
menentukan harga barang-barang. Tidak terdapat dalil al-Qur’an maupun
hadits Nabi yang memberi wewenang kepada negara untuk membatasi harga

barang. Bahkan Nabi pernah menolak ketika terjadi kenaikan harga, meskipun
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demikian, secara tidak langsung, banyak segi-segi ajaran Islam yang dapat
menjadi pedoman bagi dimungkinkannya campur tangan negara dalam
membatasi harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari, sejalan dengan
kewajiban negara untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan hidup
masyarakat.”

Penetapan harga yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan ketika
terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang.
Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu
menyangkut kepentingan orang banyak, maka dalam kasus seperti ini
penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah. Karena mendahulukan
kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok terbatas. Akan
tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus adil, yaitu
dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para
pedagang.’

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa penetapan harga ini tidak
dijumpai dalam al-Qur’an. Adapun dalam hadis Rasulullah Saw dijumpai
hadis, yang dari logika hadis itu dapat diindeksi bahwa penetapan harga itu
diperbolehkan, faktor yang dominan yang menjadi landasan hukum penetapan

harga, menurut kesepakatan ulama adalah a/-maslahah al-mursalah. Hadis

2Ahmad Azhar Basyir, Sistem Ekonomi Islam, 77
3Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, 96
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Rasulullah Saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah riwayat Anas
ibn Malik. Dalam riwayat tersebut diriwayatkan: *

ade & Lo B gy J AT 5223 2250 KE D Jgup 120 Jis 22801 S

[

ks 359 o5 it OF 358 Gl S6 lr Tl Resd 4 d O sl
S op Anly dailly amle cply 3915 gl (Aaay gyl olyy) JU Y e3¢y aallat

(e g Pl 58 Ol ol

Artinya:“Pada zaman Rasulullah Saw terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu
sekelompok orang menghadap Rasulullah Saw scraya mereka
berkata: ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak tinggi,
tolonglah tetapkan farga itu. Rasulullahi Saw menjawab:
sesungguhnya Allah yang (berhak) menetapkan harga, dan
menahannya, melapangkan dan memberi rizki. Saya berharap akan
bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian
menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harga dan nyawa.
(HR.al-Bukhari, Muslim, Abu Dud,at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad
ibn Hanbal, dan Ibn Hibban).’

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk
menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah
mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menentukan harga itu
pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para
konsumen. Dengan demikian, menurut al-Duraini, apapun bentuk komoditi

dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahahatan mereka, pihak

4y1. -
Tbid., 92
> Abi Daud, Sunan Abi Daud, (al-Qahirah, Dar al-Hadis, juz 3,1999), 1498.
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pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga logis, sehingga pihak
produsen dan konsumen tidak dirugikan.®

Dengan demikian penentuan harga yang dilakukan oleh pemerintah
kabupaten Pamekasan tidak dilarang dalam Islam, hanya saja penentuan harga
yang dituangkan dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura harus
diperjelas kembali karena penentuan harga yang tidak rinci tersebut
menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam proses tata niaga transaksi
tembakau di Pamekasan.

Akibatnya di Pamekasan, ada pemanfaatan sebagian pihak yang
mengerti tentang tata usaha pasar sehingga penentu harga dalam tata niaga
tembakau adalah pihak pabrik/gudang bukan pedagang dalam hal ini petani
tembakau. Pedagang atau Petani tembakau tidak diberikan kebebasan dalam
penentuan harga tembakau sekalipun menurut mereka kualitas tembakaunya
bagus namun pemilik gudang memiliki standar mutu sendiri sehingga ketika
proses tawar menawar petani sering kali diposisikan sebagai objek bukan
subyek penentu harga yang memiliki barang tembakau.

Dengan demikian, perlu ada kejelasan dari pihak pemerintah

kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjuti peraturan tentang transaksi

®Hadi, Dasar-Dasar Hukum.,91
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tembakau yang diterbitkan tahun 2008 sehingga sejalan dengan keadilan.

Paling tidak memberikan masiahah bagi seluruh pelaku pasar.

. Dampak dari Pola Penentuan Harga Tembakau Milik Petani di Pamekasan Terhadap

Para Petani

Dengan adanya ketidakjelasan peraturan pemerintah sebagaimana

disebutkan dalam pasal tersebut, dan kurangnya pengawasan dalam tata niaga

tembakau di Pamekasan. Membawa beberapa dampak sebagai berikut:

1.

Masyarakat pelaku pasar tembakau, terutama petani/pedagang tembakau
yang tidak mengerti tentang tata niaga pasar tembakan, tidak mengerti
dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah Pamekasan,
sckalipun ada yang mengerti, tetap saja pasar dikuasai oleh pihak
gudang/atau pabrik, atau orang yang melakukan pembelian tembakau ke
petani karcna mereka yang menentukan harga nominainya sesuai dengan
standar mutu tembakau yang mereka tentukan. Sementara peraturan
pemerintah tidak menentukan karakteristik mutu dan harga dari masing-
masing karakteristik tersebut.

Kekurangpahaman petani dalam mekanisme perdagangan telah
merangsang pihak yang sangat mengerti seluk-beluk tata niaga tembakau

untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan.
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3. Petani sclaku pemilik barang yang seharusnya menjadi subyek penentu
justru cenderung diposisikan sebagai obyek dalam proses tata niaga
tembakau.

Melihat realita tersebut di atas, jelas peran pemerintah tidak dirasakan
oleh sebagian pihak karena masih terdapat ketimpangan-ketimpangan yang
terjadi. Manfaat dari peran tersebut tidak mengakomodir kepentingan
sebagian pihak yang merasa dirugikan. Hal ini tidak sesuai dengan mas/abah
yang ada dalam ajaran Islam karena syarat-syarat sesuatu itu dikatakan
membawa manfaat bagi banyak pihak adalah sebagai berikut:

a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki
yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak
kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya
mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat
negatif yang ditimbulkan.

b. Secsuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan
umum, bukan kepentingan pribadi.

c. Sesuatu yang dianggap mas/ahah itu tidak bertentangan dengan
ketentuan yang ada ke;egasan dalam al-Qur’an atau sunah Rasulullah,
atau bertentangan dengan ijma’.

Maslahah itu semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara

asal maupun suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah,
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Ayat tersebut mengajarkan bahwa peperangan guna membela
kepentingan orang-orang yang tertindas dapat dibenarkan. Hal ini apabila kita
terapkan dalam kehidupan bernegara, dapat kita peroleh ketentuan bahwa
negara dapat menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang menindas
orang lain. Apabila hal ini kita khususkan mengenai wewenang campur
tangan negara dalam bidang perekonomian, maka kita memperolch ketentuan
bahwa negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan
sewenang-wenang kaum modal, pedagang dan sebagainya.9

Dengan demikian, dampak yang terjadi karena peran pemerintah
dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan perlu benar-benar harus
mendapat perhatian yang lebih besar dari pihak pemerintah. Karena yang
selama ini terjadi, sebagian pihak pelaku tata niaga pasar tembakau belum
merasakan aspek masiahah atau manfaat dari peran pemerintah dalam
mengawasi proses tata niaga tembakau di Pamekasan. Sehingga dengan
adanya aturan yang lebih rinci dan pengawasan yang lebih baik lagi akan
membawa persaingan pasar yang sehat dan manfaat dari peran pemerintah

dapat dirasakan oleh semua pihak pelaku tata niaga tembakau.

9Basyir, Sistem Ekonomi Islam, 70
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3. Aspek Maslahah Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Terhadap
Penentuan Harga Tembakau di Pamekasan

Secara abstrak pemerintah memang berperan dalam penentuan harga
tembakau di Pamekasan hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan
Tembakau Madura dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan. Beberapa peran pemerintah dalam penentuan
harga terscbut dituangkan dalam beberapa pasal  sebagaimana telah
disebutkan dalam bab III di atas.

Secara praktek pemerintah kabupaten Pamekasan tidak ikut campur
dalam penentuan harga tembakau sebab penentuan harga tembakau
nominalnya ditentukan oleh pihak korporasi atau perorangan yang melakukan
transaksi pembelian tembakau ke petani. Pemerintah dalam hal ini, hanya
menyebutkan bahwa harga tembakau ditentukan oleh kualitas dan mutu
tembakau itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 tersebut tanpa
merinci berapa nominal per kilo gramnya bahkan penjelasan kategori mutu
atau kualitas tembakau tidak dijelaskan sehingga korporasi atau perorangan
bebas menentukan harga tembakau kepada pihak petani sesuai dengan standar
mutu yang mereka tentukan.

Dalam permasalahan di atas, masalah tata niaga dihadapi oleh para

petani tcmbakau, dalam bertransaksi posisi petani tembakau berﬁadapan



dengan gudang perwakilan pabrik memiliki nilai tawar rendah. Selain
panjangnya mata rantai transaksi penjualan tembakau petani ke gudang, juga
belum adanya standar mutu atau kualitas yang dapat digunakan sebagai
pedoman oleh penjual dan pembeli serta antara gudang pembelian yang satu
dengan yang lainnya. Lemahnya pengawasan yang intensif membawa dampak
banyaknya oknum yang tidak jujur mempermainkan harga pada saat
pembelian tembakau di petani, padahal tembakau merupakan salah satu kunci
pokok mata pencaharian para petani di kabupaten Pamekasan.

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah
perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial
dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam, negara berkewajiban
melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang. Juga berkewajiban memberikan jaminan
sosial agar hidup masyarakat hidup secara layak. Peran negara dalam
perckonomian pada sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis
yang sangat membatasi peran negara. Sebaliknya juga berbeda dengan sistem
sosialis yang memberikan kewenangan negara untuk mendominasi

perekonomian secara mutlak. '°

""Mustafa Edwin Nasution, et al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana,
2006), 28
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Dengan kata lain pasar berjalan di bawah kebijakan yang ditentukan
dengan harga, di mana tidak ada individu yang menguasai ekspor dan impor
atau juga mampu menentukan harga dan lainnya.”‘

Negara juga bertanggung jawab untuk memberantas segala bentuk
monopoli oleh orang tertentu, mencegah penimbunan, menggulung pasar
gelap dan semua praktek-praktek jahat dalam bisnis. Al-Qur’an sendiri telah
menghadirkan semua aturan umum yang memberikan kewajiban pada
masyarakat muslim untuk menyuruh pada kebajikan dan melarang

kemungkaran.'? Sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran ayat 110, yaitu:

o

Dy 5hgt Kl o O3l adly ol ) Ex 2l i 2

Artinya:” Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah. ”(QS Ali Imran:110)"

Negara juga memiliki hak untuk mengawasi dan mengatur monopoli
harga dan keuntungan. Harga maksimal mungkin ditetapkan dan unsur
intensif baru dalam proses produksi bisa diciptakan, sehingga lama kelamaan
tidak akan menguntungkan bagi para monopoli."

Peran pemerintah dalam mengawasi proses transaksi pasar jika

dilakukan dengan baik akan membawa manfaat baik bagi seluruh masyarakat.

2 alu Mulyadi, et al, Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan, (Yogyakarta:MSI-UII, 2004),92.

>Samson Rahman, Etika Bisnis dalam Islam, 159

14Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an Terjemah, 65

Lalu Muyadi,et al, Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan, (Yogyakarta: Magistra Insania
Pers, Cet.1, 2004),171-172
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Sehingga akan tercipta kemasalahatan bersama. Hal ini sesuai dengan
penerapan maslahal dalam ajaran Islam. Maslahah ini biasanya dikenal dalam
figh sebagai maslahah mursalah.'® Dengan demikian, sesuai dengan Tujuan
utama al-Maslahah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yakni memelihara dari
kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. Sedangkan alasan dikatakan al-
mursalah, karena syara’ memutlakkannya bahwa di dalamnya tidak terdapat
kaidah syara’ yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.'’

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam penentuan harga di
kabupaten Pamekasan di sini, belum sesuai dengan konsep mas/ahah yang ada
walaupun penentuan harga yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah
sebagaimana disebutkan di atas tidak bertentangan dengan Islam karena
tujuannya untuk mengatur siklus ekonomi perdagangan tembakau di
Pamekasan. Namun semua itu belum sejalan sesuai dengan tujuan maslahah
yaitu memelihara dari kemadaratan dan menjaga manfaatnya karena peraturan
tersebut masih menimbulkan ketidakjelasan di kalangan para pelaku pasar
sehingga terdapat monopoli tertentu yang menguasai pasar dalam penentuan
harga dan merugikan salah satu pihak.

Sementara itu, lemahnya pengawasan pemerintah dalam monopoli
tersebut membawa dampak yang buruk bagi pihak-pihak yang termonopoli.

Apalagi peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan

16Jamal al-Bana, Nahwa Figh Jadid 3, 63
YRachmat Syafe’i, [fmu Ushul Figif, 117
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tidak terlalu dirasakan oleh petani tembakau. Sementara itu pengawasan pun
tidak dirasakan oleh petani atau pedagang tembakau sehingga aspek maslahah
dari penentuan tersebut tidak menyentuh sebagian masyarakat.

Dengan demikian, ke depannya sangat diperlukan adanya pengawasan
yang lebih intensif lagi dalam proses tata niaga tembakau di Pamekasan, dan
juga sangat diperlukan adanya pengawasan dari pihak pemerintah dengan
tenaga skill di bidang pertembakauan, supaya semua pihak merasakan
manfaat dari penentuan harga tersebut dan supaya tidak terjadi penentuan
harga yang tidak normal oleh beberapa pihak yang mengerti dengan tata niaga
tembakau. Yang paling penting aturan yang diterapkan saling memberikan

manfaat ke pada banyak pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab 1 sampai bab IV, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

L.

Pola penentuan harga tembakau di pamekasan diatur dalam pasal 13
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Penatausahaan Tembakau Madura dijelaskan bahwa harga tembakau Madura
pada musim panen ditentukan oleh kualitas atau mutu. Akibatnya penentuan
karakteristik mutwkualitas tembakau beserta harga nominalnya ditentukan
sendiri oleh pihak gudang/pabrik atau pembeli tembakau. Pedagang atau
petani tembakau hampir tidak dilibatkan dalam penentuan harga. Tidak
terdapat dalil al-Qur’an maupun hadits Nabi yang memberi wewenang
kepada negara untuk membatasi harga barang. Faktor yang dominan yang
menjadi landasan hukum penetapan harga, menurut kesepakatan ulama
adalah al-maslahah al-mursalah. Dengan demikian penentuan harga yang
dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan tidak dilarang dalam Islam.
Dampak yang ditimbulkan dari pola penentuan harga oleh pemerintah yang
berupa ketidakjelasan peraturan serta lemahnya pengawasan pemerintah

membawa dampak penentuan harga ditentukan oleh pihak gudang/pabrik
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sedangkan pedagang/petani tembakau yang seharusnya diposisikan juga
sebagai subyek penentu harga namun dalam proses tawar menawar sering
kalah dengan pemilik modal. Dengan demikian aspek maslahah dari peran
pemerintah tersebut belum dirasakan oleh seluruh golongan pelaku pasar.
Jelas ini tidak sesuai dengan syarat dan tujuan /mas/ahah itu sendiri.

Secara abstrak pemerintah memang berperan dalam penentuan harga
tembakau di Pamekasan hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasa namun belum sejalan dengan mas/ahah yang diterapkan
karena akibat dari penentuan harga yang ditentukan oleh Pemerintah tersebut
masih menimbulkan ketimpangan sebagian pihak pelaku pasar. Dan juga
lemahnya perhatian dan pengawasan dari keberlakuan peraturan tersebut
membawa dampak persaingan yang tidak sechat pada proses tata niaga

tembakau.

B. Saran

1.

Bagi pemerintah diperlukan pengawasan yang lebih intensif lagi untuk
mengatasi ketimpangan tata niaga pasar tembakau.

Pgrlu adanya komitmen bersama untuk segera mewujudkan Kelembagaan
Komisi Urusan Tembakau sebagai Organisasi Non Goverment sebagai wadah
bermusyawarah bagi mereka yang berkepentingan dengan pertembakauan di

Pamekasan terutama mengenai persoalan tata niaga tembakau.
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